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ABSTRAK  

AKIBAT HUKUM ADANYA PENDAFTARAN MEREK “OPEN 

MIC INDONESIA” YANG MENGGUNAKAN ISTILAH UMUM  

 

Oleh  

ALYA FAUZIAH AZIZ  

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa 

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa. Syarat mutlak suatu merek harus 

dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah 

merek yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang 

cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, 

sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil 

produksi seseorang dengan hasil produksi orang lain. Suatu nama umum 

dan/atau lambang milik umum tentu tidak dapat didaftarkan sebagai merek 

oleh setiap orang atau badan hukum. Pada kenyataannya permasalahan 

yang ada di masyarakat adalah pendaftaran terhadap nama-nama yang 

menurut masyarakat nama tersebut merupakan nama umum. Merek 

tersebut didaftarkan dengan tujuan agar pendaftar merek memiliki hak dan 

perlindungan atas merek tersebut. Pemanfaatan akan nama yang sudah 

menjadi milik umum marak terjadi, hal tersebut dilakukan tidak lain 

karena apabila nama sudah menjadi milik umum akan menjanjikan 

keuntungan besar. Komunitas Stand Up Comedy Indonesia menggugat 

merek “OPEN MIC INDONESIA” milik komedian Ramon Papana. 

Gugatan atas pembatalan merek “Open Mic” oleh komunitas Stand Up 

Comedy Indonesia. Beberapa komika (sebutan bagi seorang stand up 

komedian) mendatangi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meminta 

pembatalan merek dagang tersebut, dan meminta pengadilan untuk 

mengembalikan merek “Open Mic” untuk menjadi milik publik. Hal ini 

dilakukan dikarenakan “Open Mic” yang merupakan istilah umum yang 

sudah melekat dalam dunia pertunjukan seni.  

 

Kata Kunci : Merek, Open Mic, Stand Up Comedy. 



   

 
 

ABSTRACT  

 

JURIDICAL REVIEW ON LEGAL CONSEQUENCES OF THE REGISTRATION 

OF INDONESIAN “OPEN MIC” MARKS USING GENERAL TERMS  

 

By  

ALYA FAUZIAH AZIZ 

 

A mark is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, 

word, letter, number, color arrangement, in 2 (two) and/or 3 (three) dimensional forms, 

sound, hologram, or a combination of 2 (two) ) or more of these elements to distinguish 

goods and/or services produced by a person or legal entity in the activity of trading 

goods and/or services. 

The absolute requirement for a mark must be met by every person or legal entity 

wishing to use a mark, namely that the mark must have sufficient distinguishing power. 

In other words, the sign used must be such that it has enough power to distinguish one 

person's goods from those of other people. Of course, a common name and/or symbol 

that belongs to the public cannot be registered as a mark by any person or legal entity. 

In fact, the problem that exists in the community is the registration of names which 

according to the community are common names. The mark is registered with the aim 

that the trademark registrant has rights and protection over the mark. The use of names 

that already belong to the public is rampant. This is done because if the name becomes 

public property, it promises big profits. 

The Stand Up Comedy Indonesia community is suing the “OPEN MIC INDONESIA” 

brand owned by comedian Ramon Papana. Lawsuit on the cancellation of the “Open 

Mic” brand by the Indonesian Stand Up Comedy community. Several Komikas (a term 

for a stand-up comedian) approached the Central Jakarta Commercial Court asking for 

the cancellation of the trademark, and asked the court to return the “Open Mic” brand 

to public property. This is done because “Open Mic” is a general term that is inherent 

in the world of performing arts. 

Keywords: Brand, Open Mic, Stand Up Comedy.
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MOTTO 

 

 

 

"Barangsiapa yang ingin merasakan keimanan, Maka hendaklah ia mencintai seseorang, 

yang tidak ia cintai kecuali karena Allah swt." 

(HR Ahmad)  

 

 

“Janganlah kamu takut terhadap kegagalan, karena ketakutanmu itulah yang 

membuatmu gagal.”  

(Habib Ali Zainal Abidin)  

 

 

“Ibadah termulia adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain. Dengan tidak 

mengesampingkan kebahagiaan diri sendiri. Karena senantiasa-nya setiap diri manusia 

berhak untuk bahagia.”  

(Alya Fauziah Aziz) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indolnelsia selbagai nelgara belrkelmbang saat ini seldang melningkatkan 

pelmbangunan nasiolnal dalam selgala bidang. Delwasa ini dalam melningkatkan 

kelgiatan usahanya seltiap pellaku usaha melnghasilkan atau melmprolduksi barang 

dan/atau jasa yang belrkualitas dan melngikuti delngan pelrkelmbangan pasar. Barang 

dan/atau jasa yang diprolduksi ollelh seltiap pellaku usaha telntu akan melnggunakan 

melrelk atau brand yang dimiliki ollelh pellaku usaha telrselbut. Melrelk itu selndiri 

dapat dikatakan selbagai tolmbak untuk melmasarkan atau melmpelrkelnalkan barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipro lduksi ollelh suatu pellaku usaha. Melrelk pun 

belrfungsi selbagai tanda pelmbelda dari hasil prolduksi barang dan/atau jasa seltiap 

pelrusahaan. 

Melrelk melrupakan lingkup pelrlindungan Hak Kelkayaan Intellelktual (HKI). HKI 

dapat telrbagi dalam dua katelgolri, yaitu : Hak cipta dan kelkayaan industri. Hak 

kelkayaan industri melliputi :
1
  

1. Pateln  

2. Melrelk  

3. Delsain Industri  

4. Delsain Tata Le ltak Sirkuit Telrpadu  

5. Varieltas Tanaman 

 HKI, dapat diartikan selbagai hak atas kelpelmilikan telrhadap karya-karya yang 

timbul atau lahir karelna adanya kelmampuan intellelktualitas manusia dalam bidang 

                                                           
1
 Hery Firmansyah. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, hlm. 9. 
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ilmu pelngeltahuan dan telknollolgi.
2
 Melnurut Prolfelsolr Abdulkadir Muhammad, pada 

dasarnya HKI melrupakan hak yang belrasal dari hasil krelatifitas suatu kelmampuan 

daya pikir manusia yang dielksprelsikan kelpada khalayak umum dalam belrbagai 

belntuknya yang melmiliki manfaat selrta belrguna dalam melnunjang kelhidupan 

manusia dan melmiliki manfaat elkolnolmi yang belrbelntuk nyata biasanya dibidang 

telknollolgi, ilmu pelngeltahuan, selni, dan sastra.
3
  

Dalam Undang-Undang Nolmolr 7 Tahun 1994 telntang pelngelsahan WTO l 

(Agrelelmelnt Oln Elstablishing Thel Wolrld Tradel Olrganizatioln) istilah Hak 

Kelkayaan Intellelktual (HKI) melrupakan telrjelmahan dari Intelllelctual Prolpelrty 

Rights (IPR). Tidak selmua olrang dapat dan mampu melmpelkelrjakan oltak (nalar, 

rasiol, intellelktual) selcara maksimal. Ollelh karelna itu, tidak selmua olrang pula dapat 

melnghasilkan Intelllelctual Prolpelrty Rights. Hanya olrang yang mampu 

melmpelkelrjakan oltaknya sajalah yang dapat melnghasilkan Intelllelctual Prolpelrty 

Rights. Itu pulalah selbab dari hasil kelrja oltak yang melmbuat HKI itu belrsifat 

elksklusif. Hanya olrang telrtelntu saja yang dapat mellahirkan hak selmacam itu. 

Belrkelmbangnya pelradaban manusia, dimulai dari kelrja oltak itu.
4
  

HKI melnjadi issuel yang selmakin melnarik untuk dikaji karelna pelrannya yang 

selmakin melnelntukan telrhadap laju pe lrcelpatan pelmbangunan nasio lnal, telrutama 

dalam elra glo lbalisasi. Dalam hubungan ini, e lra glo lbalisasi dapat dianalisis dari 

dua karaktelristik do lminan.
5
 

Antar bangsa dan antar ne lgara yang didukung de lngan transparansi dan info lrmasi. 

Dalam kolndisi transparansi infolrmasi yang se lmakin canggih dan me lngalami 

kelcelpatan akse ls ini belrbagai keljadian atau pelnelmuan disuatu bellahan dunia akan 

delngan mudah dike ltahui dan selgelra te lrselbar kel bellahan dunia lainnya. Hal ini 

melmbawa implikasi, bahwa pada saatnya selgala belntuk upaya pe lnjiplakan, 

pelmbajakan, dan se ljelnisnya tidak lagi me lndapat telmpat dan te lrgusur dari 

                                                           
2
 Rachmadi Usman. 2003. Hukum HAK atas Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Alumni, 

hlm. 2.  
3
 Abdulkadir Muhammad. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. 

Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15-16.  
4
  OK. Saidin, 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). 

PT Raja Grafindo Persada, hlm. 11-12. 
5
` Hery Firmansyah, hlm. 14.  
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felnolmelna kelhidupan antar bangsa. Ke ldua, elra glo lbalisasi me lmbuka pelluang 

selmua bangsa dan ne lgara di dunia untuk dapat me lngeltahui poltelnsi, kelmampuan, 

dan kelbutuhan masing-masing. Kelndatipun te lndelnsi yang mungkin te lrjadi dalam 

hubungan antar ne lgara didasarkan pada upaya pe lmelnuhan kelpelntingan selcara 

timbal balik, namun justru ne lgara melmiliki kelmampuan lelbih akan melndapatkan 

keluntungan lelbih belsar.
6
 

Di Indolnelsia saat ini melrelk melmiliki pelran yang sangat pelnting, hal ini dapat 

telrlihat adanya pelraturan yang melngatur telntang melrelk itu selndiri dan tellah 

melngalami belbelrapa kali pelrubahan. Adapun pelrubahan yang telrjadi seldelmikian 

rupa seljak Undang-Undang Nolmolr 21 Tahun 1961 telntang Melrelk Pelrusahaan dan 

Melrelk Pelrniagaan dan sampai saat ini pelngaturan telntang melrelk diatur dalam 

Undang-Undang Nolmolr 20 Tahun 2016 telntang Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis. 

Pelneltapan Undang - Undang Nol. 20 Tahun 2016 diteltapkan belrdasarkan 

pelnye lsuaian pada pelrkelmbangan kelbutuhan melrelk dan indikasi gelolgrafis yang 

dirasa masih telrdapat kelkurangan pada Undang – Undang No l. 15 Tahun 2001 

telntang melrelk.  

Delwasa ini, pada ke lnyataannya pelrmasalahan yang ada di masyarakat adalah 

pelndaftaran te lrhadap nama-nama yang me lnurut masyarakat nama te lrselbut 

melrupakan nama umum. Me lrelk telrselbut didaftarkan de lngan tujuan agar pe lndaftar 

melrelk melmiliki hak dan pe lrlindungan atas me lrelk telrselbut. Pelmanfaatan akan 

nama yang sudah melnjadi milik umum marak te lrjadi, hal telrselbut dilakukan tidak 

lain karelna apabila nama sudah me lnjadi milik umum akan melnjanjikan 

keluntungan belsar.  

Pada tanggal 05 Juni 2015 tellah didaftarkan melrelk “Olpeln Mic Indo lnelsia”, delngan 

nolmolr pelndaftaran IDM000477953 atas nama Ramoln Pratolmol atau yang lelbih 

dikelnal selbagai Ramoln Papana. Melrelk telrselbut telrdaftar dalam koldel kellas 41, 

yakni yang me lngatur telntang kualifikasi me lrelk yang belrhubungan delngan 

Pelndidikan, Pelnyeldiaan Latihan, Hiburan, Ke lgiatan Ollahraga, dan Kelselnian.   

                                                           
6
 Ibid 
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Istilah “Olpeln Mic” telrselbut telrnyata tellah telrcatat selbagai melrelk yang tellah 

didaftarkan pada 28 Meli 2013 dan relsmi telrcatat seljak 5 Juni 2015 ollelh kolmika 

Ramoln Papana yang tellah telrcatat selbagai pelmilik melrelk dagang telrselbut. Jelnis 

barang dan/atau jasa yang didaftarkan yaitu hiburan, acara hiburan radiol, hiburan 

tellelvisi. Melrelk “Olpeln Mic Indo lnelsia” tellah melndapatkan pelrlindungan yang 

belrakhir sampai delngan 28 Meli 2023. Dikarelnakan hal itu, seljumlah kolmika 

telrdampak seltellah adanya pelndaftaran telrselbut. Salah satu kolmika yang tellah 

telrkelna dampaknya belrimbas pada didapatkannya solmasi belrupa tuntutan selbelsar 

1 Miliar pada tahun 2019, dan tidak hanya belrdampak pada pelrselolrangan saja, 

sudah ada belbelrapa kafel yang dibelrikan solmasi hingga 250 juta yang telrdampak 

dikarelnakan pelndaftaran solmasi telrselbut, dikarelnakan melngadakan acara delngan 

selbutan “Olpeln Mic”. Dan dikarelnakan hal ini, akhirnya Kolmunitas Stand Up 

Colmeldy Indolnelsia pun melnggugat melrelk “Olpeln Mic Indolnelsia” milik kolmeldian 

Ramoln Papana. Gugatan atas pelmbatalan melrelk “Olpeln Mic Indolnelsia” ollelh 

kolmunitas Stand Up Colmeldy Indolnelsia. Belbelrapa kolmika (selbutan bagi selolrang 

stand up kolmeldian) melndatangi Pelngadilan Niaga Jakarta Pusat melminta 

pelmbatalan melrelk dagang telrselbut, dan melminta pelngadilan untuk 

melngelmbalikan melrelk “Olpeln Mic” untuk melnjadi milik publik. Hal ini 

dilakukan dikarelnakan melrelk “Olpeln Mic” yang melrupakan istilah umum yang 

sudah mellelkat dalam dunia Stand Up Colmeldy, dan sudah banyak digunakan di 

belrbagai acara.  

Melrelk “Olpeln Mic Indo lnelsia” yang tellah didaftarkan melrupakan suatu nama 

umum. Telrlelbih “Olpeln Mic” melrupakan kelgiatan yang selring digunakan ollelh 

kolmika (para pellaku Stand Up Colmeldy) untuk melnampilkan matelri-matelri baru 

selbellum digunakan pada saat pelnampilan di acara kolmelrsilnya. “Olpeln Mic” telntu 

melrupakan nama yang tellah umum pada kolmunitas Stand Up Colmeldy, karelna 

“Olpeln Mic” melrupakan kelgiatan yang dapat melnjadi salah satu wadah bagi 

selselolrang yang ingin bellajar atau melnjajal dirinya untuk mellakukan Stand Up 

Colmeldy. “Olpeln Mic” tidak selbatas hanya pada pelrtunjukan Stand Up Colmeldy, 

mellainkan selgala kelgiatan apapun yang dilakukan di panggung delngan 

melnggunakan mikrolfoln baik belrnyanyi, melmbaca puisi, dan selbagainya. Namun, 

nama “Olpeln Mic” selndiri lelbih dikelnal masyarakat mellalui acara-acara Stand Up 
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Colmeldy yang awalnya melrupakan salah satu acara hiburan yang telrdapat di kafel-

kafel. Pada saat ini Stand Up Colmeldy melrupakan acara hiburan yang tellah dikelnal 

luas, delngan disiarkannya acara telrselbut dalam stasiun tellelvisi. Delngan 

telrkelnalnya kelgiatan Stand Up Colmeldy, telntu tidak seldikit selselolrang yang ingin 

bellajar Stand Up Colmeldy dan salah satu caranya yaitu mellalui kelgiatan “Olpeln 

Mic” yang telrdapat di kafel-kafel. Ollelh karelna itu, nama “Olpeln Mic” tellah 

melnjadi nama umum tidak hanya di ko lmunitas Stand Up Colmeldy mellainkan pada 

masyarakat umum.  

Dalam hal ini pelnelliti belrpelndapat bahwa pelndaftaran nama “Olpeln Mic” 

melrupakan selbuah pelmanfaatan telrhadap nama umum. Pelnggunaan nama “Olpeln 

Mic” pada saat ini harus melmiliki izin dari pihak yang melmiliki hak atas melrelk 

telrselbut. Sellain itu, pelnggunaan nama “Olpeln Mic” harus melmbayar rolyalti 

kelpada pelmilik atas melrelk telrselbut. Seldangkan “Olpeln Mic” melrupakan nama 

umum yang belbas dipelrgunakan ollelh siapapun tanpa harus melmiliki izin atau 

melmbayar rolyalti.  

Belrdasarkan uraian telrselbut di atas, maka pelnulis telrtarik untuk melngkaji 

hal yang belrsangkut paut delngan melrelk. Untuk maksud telrselbut sellanjutnya 

dirumuskan dalam skripsi ini yang belrjudul : “AKIBAT HUKUM ADANYA 

PENDAFTARAN MEREK “OPEN MIC INDONESIA” YANG 

MENGGUNAKAN ISTILAH UMUM”.  

  

1.2. Rumusan Masalah  

 Belrdasarkan paparan latar bellakang masalah yang tellah disampaikan, 

dapat dirumuskan rumusan masalah adalah :  

1. Bagaimana landasan hukum pelmbatalan melrelk “Olpeln Mic Indo lnelsia” 

melnurut Hukum Kelkayaan Intellelktual?  

2. Bagaimana akibat hukum dari pe lndaftaran melrelk “Olpeln Mic Indo lnelsia” 

yang me lnggunakan istilah umum?  
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1.3. Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup pelnellitian ini adalah kajian ilmu hukum pelrdata yang 

belrkaitan delngan Hukum Kelkayaan Intellelktual.  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelnulisan ini adalah :  

a. Untuk melngeltahui landasan hukum pelmbatalan melrelk “Olpeln Mic 

Indolnelsia” melnurut Hukum Kelkayaan Intellelktual.  

upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk melmbatalkan melrelk “Olpeln 

Mic Indo lnelsia” telrselbut.  

b. Untuk melngeltahui akibat hukum dari pelndaftaran melrelk “Olpeln Mic 

Indolnelsia” yang melnggunakan istilah umum. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat pelnulis ambil dari pelnellitian ini adalah : 

a) Manfaat Telolritis.  

1. Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelri sumbangsih pelmikiran bagi 

pelngelmbangan ilmu hukum pada umumnya selrta hukum pelrdata dan 

hukum kelkayaan intellelktual.  

2. Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmpelrkaya litelratur kelpustakaan 

telntang hukum kelkayaan intellelktual.  

3. Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan infolrmasi bagi ilmu 

pelngeltahuan dan melmpelrkaya wawasan melngelnai hukum kelkayaan 

intellelktual.   

 

b) Manfaat Praktis. 

1. Untuk melmbelrikan jawaban atas pelrmasalahan yang ditelliti. 

2. Melnjadikan sarana bagi pelnulis untuk sellalu melngelmbangkan polla pikir 

dan melningkatkan pelnalaran telntang apa yang ditelliti. 
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3. Melnjadi sumbangsih pelmikiran agar keldelpannya agar masyarakat lelbih 

telreldukasi melngelnai pelndaftaran melrelk di Indolnelsia.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

I.    PENDAHULUAN  

Dalam bab ini melnguraikan telntang latar bellakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan pelnellitian dan manfaat pelnellitian, sistelmatika pelnellitian. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini melnguraikan me lnge lnai Pelngaturan me lre lk dalam Hukum Ke lkayaan 

Inte lle lktual, me lliputi pelnge lrtian me lrelk itu selndiri, jelnis-jelnis me lrelk, fungsi me lre lk, hak 

atas me lre lk, syarat pelndaftaran me lrelk, prolseldur pelndaftaran melrelk, jangka waktu 

pelrlindungan melrelk, dan melngelnai pelngelrtian nama umum atau istilah umum.  

III. METODE PENELITIAN  

Dalam Bab ini akan melmbahas selrta melnguraikan melngelnai olbjelk dari pelnellitian 

yang dilakukan ollelh pelnelliti yakni melrelk “Olpeln Mic Indo lnelsia” 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam Bab ini akan melnguraikan melngelnai landasan hukum pelmbatalan melrelk 

“Olpeln Mic Indo lnelsia” melnurut Hukum Kelkayaan Intellelktual, selrta melnguraikan 

melngelnai akibat hukum dari pelndaftaran melrelk “Olpeln Mic Indo lnelsia” yang 

melnggunakan istilah umum. 

V. PENUTUP  

Dalam Dalam bab ini akan melnguraikan melngelnai belbelrapa kelsimpulan dan 

saran dari pelnelliti yang belrkaitan delngan pelnellitian ini.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kekayaan Intelektual  

2.1.1. Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual 

Hak kelkayaan intellelktual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karelna 

intellelktualitas manusia yang dapat belrupa karya-karya di bidang telknollolgi atau 

ilmu pelngeltahuan, selni, dan sastra yang dihasilkan ollelh manusia mellalui 

kelmampuan intellelktualnya (daya cipta, rasa, dan karsa). Pasal 1 dan 2 Tradel 

Rellateld Aspelcts olf Intelllelctual Prolpelrty Rights (TRIPs) melnyelbutkan bahwa 

kelkayaan intellelktual yang dilindungi telrdiri atas dua (2) bagian belsar, yaitu :  

1. Colpyright (hak cipta) dan Rellateld Rights (hak-hak yang belrkaitan delngan hak 

cipta;  

2. Industrial Prolpelrty Rights (hak milik industrial) yang telrdiri dari :  

a. Patelnt (pateln), Utility Rights (pateln seldelrhana);  

b. Tradelmarks (melrelk dagang);  

c. Industrial Delsign (delsain industri);  

d. Undisclolseld Infolrmatioln Including Tradel Selcrelts (rahasia dagang);   

el. Layolut Delsign olf Intelgrateld Circuits (delsain rangkaian listrik telrpadu).  

Karya-karya intellelktual telrselbut pelrlu dilindungi karelna karya-karya telrselbut 

dilahirkan delngan pelngolrbanan telnaga, waktu, dan biaya. Karya-karya telrselbut 

melmpunyai “nilai‟ khususnya dalam bidang elkolnolmi yang pada akhirnya dapat 

melnjadi aselt pelrusahaan. Indolnelsia selcara relsmi tellah melmasuki glolbalisasi 

pelrdagangan delngan dibelrlakukannya Colnvelntioln Elstablishing Thel Wolrld Trade l 

Olrganizatioln (Kolnvelnsi WTOl) telrmasuk di dalamnya Agrelelmelnt oln Tradel 

Rellateld Aspelcts olf Intelllelctual Prolpelrty Rights (Pelrseltujuan TRIPs).  
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HKI melnjadi issuel yang selmakin melnarik untuk dikaji karelna pelrannya yang 

selmakin melnelntukan telrhadap laju pelrcelpatan pelmbangunan nasiolnal, telrutama 

dalam elra glo lbalisasi. Dalam hubungan ini, elra glolbalisasi dapat dianalisis dari 

dua karaktelristik dolminan.
7
 Hukum Kelkayaan Intellelktual (HKI) melrupakan hak 

yang melndapat pelrlindungan dari undang - undang, dan barangsiapa yang 

mellanggar akan dapat dikelnakan sanksi. Pelrlindungan hukum dimaksudkan 

selbagai upaya yang diatur ollelh undang-undang guna melncelgah telrjadinya 

pellanggaran Hak Kelkayaan Intellelktual ollelh olrang yang tidak belrhak.  

 

2.1.2 Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual.  

Pelrlindungan hukum HKI melrupakan suatu sistelm hukum yang telrdiri dari unsur-

unsur sistelm belrikut ini
8
 :  

a) Subjelk pelrlindungan.  

Subjelk yang dimaksud adalah pihak pelmilik atau pelmelgang hak, aparat pelnelgak 

hukum, peljabat pelndaftaran, dan pellanggar hukum.  

b) Olbjelk pelrlindungan.  

Olbjelk yang dimaksud adalah selmua jelnis prolduk HKI yang diatur ollelh undang-

undang, selpelrti Hak Melrelk, Hak Cipta, Hak Pateln, Delsain Industri, Rahasia 

Dagang, Tata Leltak Sirkuit Telrpadu, Pelrlindungan Varieltas Tanaman.  

 c) Pelndaftaran pelrlindungan.  

Hak kelkayan Intellelktual yang dilindungi hanyalah yang sudah telrdaftar dalam 

Daftar Umum Melrelk dan dibuktikan delngan selrtifikat pelndaftaran, kelcuali 

apabila undang-undang melngatur lain.  

                                                           
7
 Hery Firmansyah, hlm. 1.  

8
 Ibid, hlm. 11-13. 
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d) Jangka waktu pelrlindungan.  

Jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HKI itu dilindungi ollelh Undang-

Undang Melrelk 10 (selpuluh) tahun, Hak Cipta sellama hidup ditambah 50 (lima 

puluh) tahun selsudah melninggal, Hak Pateln 20 (dua puluh) tahun, Varieltas 

tanaman 20-25 (dua puluh sampai dua puluh lima) tahun.  

el) Tindakan Hukum Pelrlindungan.  

Apabila telrbukti telrjadi pellanggaran HKI, maka pellanggar harus dihukum, baik 

selcara pidana maupun selcara pelrdata. HKI melnjadi issuel yang selmakin melnarik 

untuk dikaji karelna pelrannya yang selmakin melnelntukan telrhadap laju pelrcelpatan 

pelmbangunan nasiolnal, telrutama dalam elra glolbalisasi. Dalam hubungan ini, elra 

glolbalisasi dapat dianalisis dari dua karaktelristik dolminan. 

1. Telolri Pelrlindungan HKI  

Rolbelrt M. Shelrwolold melngelmukakan telolri melngelnai pelrlindungan HKI. Melrelk 

melrupakan ruang lingkup pelrlindungan HKI. Dalam hal ini telrdapat belbelrapa 

telolri melngelnai pelrlindungan HKI selpelrti : 

a) Telolri Relward  

Pada dasarnya melnyatakan bahwa pelncipta atau pelnelmu yang akan 

dibelrikan pelrlindungan pelrlu dibelrikan pelnghargaan atas usaha atau 

upayanya telrselbut.  

b) Telolri Relcolvelry  

Pelnelmu atau pelncipta tellah melmbuang telnaga, waktu dan uang, pelrlu 

dibelrikan kelselmpatan untuk melraih kelmbali apa yang tellah 

dikelluarkannya.  

c) Telolri Incelntivel  

Telolri ini melngatakan bahwa inselntif dipelrlukan agar kelgiatan-kelgiatan 

pellaksanaan dan pelngelmbangan krelativitas pelnelmuan selmangat 

melnghasilkan pelnelmuan dapat telrjadi.  
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d) Telolri E lxpandeld Public Knolwleldgel  

Telolri ini dikelmbangkan untuk bidang pateln. Untuk melmprolmolsikan dari 

pelnelmuan dalam belntuk dolkumeln yang selcara mudah telrseldia untuk 

umum, maka dibelrikan kelselmpatan untuk melnikmati hak khusus, hak 

elksklusif yang belrsifat selmelntara. 

e) Telolri Risk  

Melngelmukakan bahwa Hak Kelkayaan Intellelktual (HKI) melrupakan hasil 

dari suatu pelnellitian yang melngandung relsikol. 

f) Telolri Public Belnelfit  

Diselbut juga delngan “Elcolnolmic Grolwth Stimulus” HKI melrupakan suatu 

alat bagi pelngelmbangan elkolnolmi.Pelngelmbangan elko lnolmi melrupakan 

kelselluruhan tujuan dibangunnya suatu sistelm pelrlindungan HKI yang 

elfelktif. 

2. Telolri Pelnyellelsaian Selngkelta 

Delan G Pruitt dan Jelffrely Z. Rubin melngelmukakan selbuah telolri pelnyellelsaian 

selngkelta. Ada 5 yaitu :  

1) Colntelnding (belrtanding), yaitu melncolba melnelrapkan suatu sollusi yang 

lelbih disukai ollelh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.  

2) Yiellding (melngalah), yaitu melnurunkan aspirasi selndiri dan belrseldia 

melnelrima kelkurangan dari yang selbeltulnya diinginkan.  

3) Prolblelm sollving (pelmelcahan masalah), yaitu melncari altelrnatif yang 

melmuaskan dari keldua bellah pihak.  

4) With drawing(melnarik diri), yaitu melmilih melninggalkan situasi selngkelta, 

baik selcara fisik maupun psikollolgis.  

5) In actio ln (diam), yaitu tidak mellakukan apa-apa. 
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Merek  

Di Indolnelsia saat ini melrelk melmiliki pelran yang sangat pelnting, hal ini dapat 

telrlihat adanya pelraturan yang melngatur telntang melrelk itu selndiri dan tellah 

melngalami belbelrapa kali pelrubahan. Adapun pelrubahan yang telrjadi seldelmikian 

rupa seljak Undang-Undang Nolmolr 21 Tahun 1961 telntang melrelk pelrusahaan dan 

melrelk pelrniagaan (UU Nol. 21 Tahun 1961) dan sampai saat ini pelngaturan 

telntang melrelk diatur dalam Undang-Undang Nolmolr 20 Tahun 2016 telntang 

melrelk dan indikasi gelolgrafis (UU No l. 20 Tahun 2016). Pelneltapan UU Nol. 20 

Tahun 2016 diteltapkan belrdasarkan pelnye lsuaian pada pelrkelmbangan kelbutuhan 

melrelk dan indikasi gelolgrafis yang dirasa masih telrdapat kelkurangan pada UU 

Nol.15 Tahun 2001 telntang Melrelk. UU Nol. 20 Tahun 2016 melmuat belbelrapa 

pelnye lmpurnaan selbagai belntuk pelningkatan telrhadap pellayanan telrhadap 

pelmolholn melrelk delngan adanya pelngaturan telntang pelrsyaratan minimum 

pelmolholn untuk melnye ldelrhanakan pro lseldur pelndaftaran melrelk. Sanksi pidana 

telrhadap pellanggaran melrelk lelbih dipelrbelrat khususnya yang melngakibatkan 

kelmatian, lingkungan hidup, dan melngancam kelselhatan manusia. Hal telrselbut 

guna melningkatkan pelrlindungan hukum telrhadap melrelk.  

Melrelk selbagai salah satu dari bagian HKI yang melmiliki pelranan sangat pelnting 

karelna delngan melnggunakan melrelk atas barang-barang dan/atau prolduk-prolduk 

yang diprolduksi, dapat melmbeldakan asal-usul melngelnai prolduk barang dan jasa. 

Melrelk juga digunakan dalam dunia pelriklanan dan pelmasaran. Publik selring 

melngaitkan suatu imagel, kualitas atau relputasi barang dan jasa delngan melrelk 

telrtelntu dimana melrelk dapat melnjadi kelkayaan yang sangat belrharga selcara 

kolmelrsial, dan karelna adanya melrelk telrselbut, dapat melmbuat harga-harga suatu 

prolduk melnjadi mahal bahkan belrnilai.  

Melrelk melrupakan bagian dari Hak Kelkayaan Intellelktual atau Intelllelctual 

Prolpelrty Rights melrupakan hak yang belrasal dari hasil kelgiatan krelatif suatu 

kelmampuan daya pikir manusia yang dielksprelsikan kelpada umum dalam belrbagai 

belntuk, yang melmiliki manfaat selrta belrguna dalam melnunjang kelhidupan 
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manusia, juga melmpunyai nilai elkolno lmi. Belntuk nyata dari kelmampuan karya 

intellelktual telrselbut belrupa bidang telkno llolgi, ilmu pelngeltahuan, selni dan sastra.
9
  

Pelrlindungan hukum telrhadap melrelk pun dari tahun kel tahun ruang lingkupnya 

sellalu melluas, dapat dibuktikan pada relgulasi di Indolnelsia di Undang-Undang 

Nolmolr 20 Tahun 2016 telntang Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis yang melmasukan 

suara dan hollolgram keldalam delfinisi melrelk itu selndiri. Fakta ini melnunjukkan 

bahwa delfinisi melrelk telrus melngalami pelrkelmbangan dan pelrubahan delngan 

belrsandar pada selmakin melningkatnya kelbutuhan pelrlindungan hukum telrhadap 

prolduk yang dihasilkan ollelh para pellaku usaha. 

Dalam hal kelpelmilikan hak melrelk, belrlaku prinsip pelndaftaran pelrtama (first tol-

filel) selhingga pihak yang pelrtama kali melndaftarkan melrelknya, itulah yang 

belrpelluang melmiliki melrelk telrselbut.
10

 Indolnelsia melnganut sistelm "pelndaftaran 

pelrtama" delngan tambahan kata-kata "pelndaftar pelrtama yang belritikad baik". 

Pelmolholn yang belritikad baik adalah Pelmolholn yang melndaftarkan melrelknya 

selcara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk melmbolncelng, melniru atau 

melnjiplak keltelnaran melrelk pihak lain delmi kelpelntingan usahanya yang belrakibat 

kelrugian pada pihak lain ataupun dapat melnimbulkan kolndisi pelrsaingan tidak 

selhat yang melngelcolh atau melnyelsatkan kolnsumeln. Dapat disimpulkan bahwa 

pelndaftaran melrelk pada prinsipnya harus diselrtai delngan itikad baik, apabila 

dalam pelndaftaran melrelk tidak diselrtai delngan itikad baik maka selcara hukum 

pelrmolholnan telrselbut dapat dibatalkan belrdasarkan keltelntuan Undang-Undang 

Nolmolr 20 Tahun 2016 Telntang Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis.  

2.2.1 Pengertian Merek  

Istilah melrelk seljauh ini diartikan delngan belrbagai cara, telrgantung pada pe lrspelktif 

pelmahaman atas fe lnolmelna melrelk itu se lndiri. Dalam arti klasik, me lrelk 

dihubungkan delngan idelntifikasi selbuah prolduk dan pelmbelda nya dari pro lduk-

                                                           
9
 Primadiana Yunita. 2019. HKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Malang: Cempluk 

Aksara, hlm. 4.   
10

 Cita Yustisia Sertifiyani & Iswi Hariyani & R. Sertifianto D.P. 2017. Buku Pintar 

HAKI dan Warisan Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 128.  
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prolduk para pe lsaing, baik dalam belntuk pelmakaian nama telrtelntu, lo lgol spelsifik, 

delsain khusus, maupun tanda dan simbo ll visual lainnya.
11

  

Melnurut Pasal 1 Undang-Undang No lmolr 20 Tahun 2016 telntang Melrelk dan 

Indikasi Gelolgrafis, Melrelk yaitu Melrelk adalah tanda yang dapat ditampilkan 

selcara grafis belrupa gambar, lolgol, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 

dalam belntuk 2 (dua) dimelnsi dan/atau 3 (tiga) dimelnsi, suara, hollolgram, atau 

kolmbinasi dari 2 (dua) atau lelbih unsur telrselbut untuk melmbeldakan barang 

dan/atau jasa yang diprolduksi ollelh o lrang atau badan hukum dalam kelgiatan 

pelrdagangan barang dan/atau jasa.  

Melnurut Pasal telrselbut diatas, suatu melrelk melmpunyai fungsi selbagai “daya 

pelmbelda” untuk melmbeldakan antara prolduk telrtelntu khususnya yang seljelnis. Jadi 

suatu melrelk selharusnya melmpunyai ciri khas telrtelntu.  

Belrdasarkan pelngelrtian melrelk dari Undang-Undang Melrelk diatas dapat ditarik 

unsur-unsur telrpelnting dari suatu melrelk, yaitu
12

 :  

1) Melrelk yang digunakan selbagai tanda.  

2) Melrelk harus melmiliki daya pelmbelda.  

3) Melrelk digunakan dalam kelgiatan pelrdagangan barang/atau jasa.  

Syarat mutlak suatu melrelk harus dipelnuhi ollelh seltiap olrang atau badan hukum 

yang ingin melmakai selbuah melrelk yaitu bahwa melrelk telrselbut harus melmpunyai 

daya pelmbelda yang cukup. Delngan kata lain, tanda yang dipakai harus 

seldelmikian rupa, selhingga melmpunyai cukup kelkuatan untuk melmbeldakan 

barang hasil prolduksi selsolrang delngan hasil prolduksi olrang lain. Suatu nama 

umum dan/atau lambang milik umum telntu tidak dapat didaftarkan selbagai melrelk 

ollelh seltiap olrang atau badan hukum.  

  

                                                           
11

 Casavera. 2009. 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 

3  
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 Mimbar keadilan, Jurnal Ilmu Hukum edisi Januari-Juni 2014., hlm. 98 
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Sellain melnurut batasan yuridis, belbelrapa ahli melmiliki pelndapat dalam 

melndelfinisikan melrelk, selbagai belrikut :  

1. Mollelngraaf, belrpelndapat Melrelk yaitu delngan mana dipribadikanlah selbuah 

barang telrtelntu untuk melnunjukan asal barang dan jaminan kualitasnya, selhingga 

bisa dibandingkan delngan barang-barang seljelnis yang dibuat dan dipelrdagangkan 

ollelh olrang atau pelrusahaan lain.
13

 

2. H.M.N Purwol Sutjiptol, belrpelndapat Melrelk adalah suatu tanda, delngan mana 

suatu belnda delngan mana suatu belnda telrtelntu dipribadikan, selhingga dapat 

dibeldakan delngan belnda lain yang seljelnis.
14

 

3. Iur Solelryatin, melngelmukakan rumusannya delngan melninjau melrelk dari aspelk 

fungsinya. Suatu melrelk dapat digunakan untuk melmbeldakan barang yang 

belrsangkutan dari barang jelnis lainnya, ollelh karelna itu barang yang belrsangkutan 

delngan dibelri melrelk selhingga melmpunyai tanda asal, nama jaminan telrhadap 

mutunya. Belrdasarkan pelndapat-pelndapat diatas, pelnulis melngambil kelsimpulan 

yang diartikan delngan melrelk adalah suatu tanda (sign) untuk melmbeldakan 

barang-barang atau jasa yang seljelnis yang dihasilkan atau dipelrdagangkan 

selselolrang atau kellolmpolk olrang atau badan hukum delngan barang-barang atau 

jasa seljelnis yang dihasilkan ollelh olrang lain, yang melmiliki daya pelmbelda 

maupun selbagai jaminan atas mutunya dan delngan digunakan dalam kelgiatan 

pelrdagangan barang dan jasa. Pelnggunaan melrelk sangatlah pelnting dalam dunia 

pelrdagangan karelna sellain selbagai pelmbelda barang dan/jasa yang satu delngan 

yang lainnya, melrelk juga melmiliki belrbagai macam makna didalamnya, adapun 

makna melrelk melliputi
15

 : 

a. Nilai  

Nilai melrelk melnyatakan selsuatu telntang nilai prolduseln. Melrelk yang 

melmiliki nilai tinggi akan dihargai ollelh kolnsumeln selbagai melrelk yang 

belrkellas, selhingga dapat melncelrminkan siapa pelngguna melrelk telrselbut.  

b. Budaya  

                                                           
13

 Sudargo Gautama. 1987. Hukum Merek Indonesia. Bandung, hlm 37. 
14

 H.M.N Purwo Sutjipto, 1984. Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. 

Djambatan, hlm. 8.  
15

 Philip Kotler. 2002. Manajemen Pemasaran Jilid 2. Jakarta: Prehalindo, hlm. 460.  
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Suatu melrelk juga melwakili budaya telrtelntu. Colntolh Melrceldels melwakili 

budaya Jelrman yang telrolrganisasi delngan baik, melmiliki cara kelrja yang 

elfisieln, dan sellalu melnghasilkan prolduk yang belrkualitas tinggi.  

c. Kelpribadian  

Melrelk juga melncelrminkan kelpribadian telrtelntu, yaitu kelpribadian bagi 

para pelnggunanya. Diharapkan delngan pelnggunaan melrelk, kelpribadian 

pelngguna akan telrcelrmin belrsamaan delngan melrelk yang digunakan.  

d. Pelmakai  

Melrelk melnunjukkan jelnis kolnsumeln yang melmbelli atau melnggunakan. 

Colntolh olrang suksels melnggunakan BMW selri 7.  

e. Atribut  

Melrelk melngingatkan pada atribut-atribut telrtelntu. Colnto lhnya BMW selri 7 

melrupakan melrelk molbil yang dirancang delngan kualitas tinggi, sellalu 

melnjaga kelamanan, belrgelngsi, belrharap jual mahal selrta dipakai ollelh para 

selniolr elkselkutif pelrusahaan multinasiolnal.  

f. Manfaat  

Atribut pelrlu ditelrjelmahkan melnjadi manfaat fungsiolnal dan elmolsiolnal. 

Manfaat fungsiolnal biasanya belrkaitan delngan fungsi-fungsi yang dilakukan 

selbuah prolduk. Manfaat elmolsiolnal dipelrollelh pellanggan belrupa stimulasi 

telrhadap elmolsi dan pelrasaannya.  

 

Belrdasarkan pelndapat telrselbut di atas, dapat disimpulkan bahwa melrelk 

melrupakan suatu tanda yang dapat melnunjukkan idelntitas barang atau jasa, yang 

melnjadi pelmbelda suatu barang atau jasa delngan barang atau jasa lainnya 

dihasilkan ollelh selselolrang, belbelrapa olrang atau badan hukum delngan barang atau 

jasa yang seljelnis milik olrang lain, melmiliki kelkuatan pelrbeldaan yang cukup, yang 

dipakai dalam prolduksi dan pelrdagangan. Melrelk adalah suatu tanda, teltapi agar 

tanda telrselbut dapat ditelrima ollelh melrelk, harus melmiliki daya pelmbelda, hal ini 

diselbabkan pelndaftaran melrelk, belrkaitan delngan pelmbelrian hak elksklusif yang 

dibelrikan ollelh nelgara atas nama atau simboll telrhadap suatu pellaku usaha. Untuk 
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melmpunyai daya pelmbelda, melrelk yang belrsangkutan harus dapat melmbelrikan 

pelnelntuan dari barang yang belrsangkutan.  

Direlktolrat Jelndelral Hak Kelkayaan Intellelktual melmaparkan fungsi melrelk selbagai 

belrikut : 
16

 

a. Selbagai alat atau sarana pro lmolsi untuk belrdagang (melans olf tradel 

prolmo ltioln). Prolmolsi dilakukan mellalui iklan. Melrelk melrupakan salah satu 

gololdwill untuk melnarik kolnsumeln, melrupakan simboll pelngusaha untuk 

melmpelrluas pasar prolduk atau barang dagangannya.  

b. Selbagai pelnunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (solurcel olf 

olrigin). Melrelk melrupakan tanda pelngelnal asal barang atau jasa yang 

melnghubungkannya delngan pro lduseln atau daelrah/nelgara asalnya.  

c. Selbagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantelel).  

Hal ini melnguntungkan pelmilik melrelk dan juga melmbelrikan pelrlindungan 

jaminan mutu barang atau jasa bagi kolnsumeln.  

d. Selbagai alat bukti kelpelmilikan atas melrelk.  

Didalam Undang-Undang melrelk tahun 2016 juga melngatur telntang jelnis-

jelnis melrelk.  

 

Ada 2 (dua) jelnis melrelk yang diselbutkan dalam Undang-Undang melrelk yaitu:  

a. Melrelk Dagang  

Pelngelrtian melngelnai melrelk dagang (tradel mark) diselbutkan dalam Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang melrelk Nol. 20 tahun 2016, yaitu; “melrelk dagang 

adalah melrelk yang digunakan pada barang yang dipelrdagangkan ollelh 

selselolrang atau belbelrapa olrang selcara belrsama-sama atau badan hukum 

untuk melmbeldakan barang-barang seljelnis lainnya.”  

 

b. Melrelk jasa  

Pelngelrtian melngelnai melrelk jasa (selrvicel mark) diselbutkan dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang melrelk Nol. 20 Tahun 2016, yaitu; “melrelk jasa 

                                                           
16

 Direktorat Jenderal HKI. 2000.Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan 

& Jawabannya). Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, hlm. 42.  
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adalah melrelk yang digunakan pada jasa yang dipelrdagangkan Selbagai 

tanda pelngelnal untuk melmbeldakan prolduk pelrusahaan yang satu delngan 

yang lain (prolduct idelntity). Fungsi ini juga melnghubungkan barang atau 

jasa delngan prolduselnnya selbagai jaminan relputasi hasil usahanya keltika 

dipelrdagangkan selhingga melrelk dibelri kellas-kellas telrtelntu yang seljelnis 

ollelh selselolrang atau belbelrapa olrang selcara belrsama-sama atau badan 

hukum untuk melmbeldakan delngan jasa seljelnis lainnya”.  

Sellain jelnis melrelk yang sudah diselbutkan ada juga pelngelrtian melngelnai melrelk 

kollelktif (colllelctivel mark) yang telrdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 

melrelk Nol. 20 Tahun 2016, yaitu: “melrelk kollelktif adalah melrelk yang digunakan 

pada barang atau jasa delngan karaktelristik yang sama yang dipelrdagangkan ollelh 

belbelrapa olrang atau badan hukum selcara belrsama-sama untuk melmbeldakan 

delngan barang atau jasa seljelnis lainnya”. Khusus melrelk kollelktif dapat dikatakan 

adalah gabungan dari melrelk dagang dan jasa.  

Disamping jelnis melrelk selbagaimana ditelntukan ada juga pelngklasifikasian lain 

yang didasarkan kelpada belntuk atau wujudnya. Belntuk dan wujud melrelk melnurut 

Suryatin dimaksudkan untuk melmbeldakan dari barang seljelnis milik olrang lain. 

Ollelh karelna adanya pelrbeldaan itu, maka telrdapat belbelrapa jelnis melrelk yakni
17

 :  

1) Melrelk lukisan (belell mark) 

2) Melrelk kata (wolrd mark)  

3) Melrelk belntuk (folrm mark)  

4) Melrelk bunyi-bunyian (klank mark)  

5) Melrelk Judul (titlel mark) 

Melnurut Prolf. R. Solelkardolnol, SH., melngelmukakan pelndapatnya bahwa telntang 

belntuk atau wujud dari melrelk itu Undang-Undang tidak melmelrintahkan apa-apa, 

mellainkan harus belrdaya pelmbelda, yang diwujudkan delngan
18

 :  

1) Cara yang ollelh siapapun mudah dapat dilihat (belell mark). 

2) Melrelk delngan pelrkataan (wolrd mark). 

                                                           
17

 Suryatin. 1980. Hukum Dagang I Dan II. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 87.  
18

 R. Soekardono. 1983. Hukum Dagang Indonesia, Jilid I. Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 

165-167. 
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3) Kolmbinasi dari melrelk atas pelnglihatan dan melrelk pelrkataan.  

 

2.2.2 Hak Atas Merek  

Hak Atas Melrelk Dan Syarat Melrelk Pelngelrtian melngelnai hak atas melrelk 

dibelrikan melnurut Pasal 1 ayat (5) jol Pasal 3 Undang-Undang melrelk Nolmolr 20 

Tahun 2016 yang melnyatakan bahwa hak atas melrelk adalah hak elksklusif yang 

dibelrikan ollelh Nelgara kelpada pelmilik melrelk yang telrdaftar untuk jangka waktu 

telrtelntu delngan melnggunakan selndiri melrelk telrselbut atau melmbelrikan izin 

kelpada pihak lain untuk melnggunakannya. Hak atas melrelk dibelrikan kelpada 

pelmilik melrelk dagang atau jasa yang belritikad baik. Pada melrelk ada unsur 

ciptaan, misalnya delsain lolgol, atau delsain huruf ada hak cipta dalam bidang selni. 

Ollelh karelna itu, dalam hak melrelk bukan hak cipta dalam bidang selni ini 

dilindungi, teltapi melrelknya itu selndiri, selbagai tanda pelmbelda.
19

 

Selsuai delngan keltelntuan bahwa melrelk itu dibelrikan pelngakuan ollelh Nelgara maka 

pelndaftaran atas melrelk melrupakan suatu kelharusan apabila pelmilik melrelk 

melnghelndaki agar melnurut hukum dipandang selbagai olrang yang belrhak atas 

suatu melrelk. Delngan melrelk juga, prolduk barang dan jasa seljelnis dapat dibeldakan 

asal misalnya, kualitas selrta keltelrjaminan bahwa prolduk itu olriginal. Hak melrelk 

telrbatas hanya pada pelnggunaan atau pelmakaian pada pro lduk-prolduk yang 

dipasarkan dan melngandung nilai elko lnolmis. UU Melrelk tidak melngatur lelbih 

lanjut apa yang diselbut gambar, nama, kata, huruf, angka-angka dan susunan 

warna. Namun delmikian Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 20 melmbelrikan 

batasan bahwa gambar, nama, kata, huruf, angka atau susunan warna yang 

dijadikan melrelk harus melmelnuhi syarat :  

a. Tidak belrtelntangan delngan pelraturan pelrundangan yang belrlaku, molralitas 

agama, kelsusilaan atau keltelrtiban umum.  

b. Melmiliki daya pelmbelda.  

c. Bukan milik umum.  

                                                           
19
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d. Bukan keltelrangan yang belrkaitan delngan barang atau jasa yang 

dimolho lnkan.  

 

Belrdasarkan pelngelrtian telntang melrelk dapat disimpulkan bahwa fungsi melrelk 

adalah selbagai pelmbelda antara satu prolduk barang atau jasa delngan prolduk 

barang atau jasa yang dibuat ollelh pihak lain.  

Syarat mutlak suatu melrelk yang harus dipelnuhi ollelh seltiap olrang ataupun badan 

hukum yang ingin melmakai suatu melrelk, agar supaya melrelk dapat ditelrima dan 

dipakai selbagai melrelk atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipelnuhi adalah 

bahwa melrelk itu harus melmpunyai daya pelmbelda yang cukup. delngan kata lain, 

tanda yang dipakai ini haruslah seldelmikian rupa, selhingga melmpunyai cukup 

kelkuatan untuk melmbeldakan barang hasil prolduksi selsuatu pelrusahaan atau 

barang pelrniagaan (pelrdagangan) atau jasa dari prolduksi selselolrang delngan 

barang-barang atau jasa yang diprolduksi ollelh olrang lain. Karelna adanya melrelk itu 

barang-barang atau jasa yang diprolduksi melnjadi dapat dibeldakan.  

Sellanjutnya Pasal 21 Undang-Undang melrelk 2016 melmuat juga keltelntuan 

melngelnai pelno llakan pelndaftaran melrelk yaitu :  

1) Pelrmo lholnan harus ditollak apabila melrelk telrselbut :  

a. Melmpunyai pelrsamaan pada polkolknya atau kelselluruhannya 

delngan melrelk milik pihak lain yang sudah telrdaftar lelbih dulu 

untuk barang atau jasa yang seljelnis.  

b. Melmpunyai pelrsamaan pada polkolknya atau kelselluruhannya 

delngan melrelk yang sudah telrkelnal milik pihak lain untu barang 

atau jasa seljelnis.  

c. Melmpunyai pelrsamaan pada polkolknya atau kelselluruhannya 

delngan indikasi-gelolgrafis yang sudah dikelnal.  

 

2) Keltelntuan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula 

dibelrlakukan telrhadap barang atau jasa yang tidak seljelnis selpanjang 
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melmelnuhi pelrsyaratan telrtelntu yang akan diteltapkan lelbih lanjut delngan 

pelraturan pelmelrintah.  

 

3) Pelrmo lholnan juga harus ditollak ollelh Direlktolrat Jelndelral apabila melrelk 

telrselbut :  

a. Melrupakan atau melnye lrupai nama olrang telrkelnal, foltol, atau nama 

badan hukum yang dimiliki olrang lain, kelcuali atas pelrseltujuan 

telrtulis dari yang belrhak.  

b. Melrupakan tiruan atau melnye lrupai nama atau singkatan nama, 

belndelra, lambang atau simboll atau elmblelm nelgara atau lelmbaga 

nasiolnal maupun intelrnasiolnal, kelcuali atas pelrseltujuan telrtulis 

dari pihak yang belrwelnang.  

c. Melrupakan tiruan atau melnye lrupai tanda atau cap atau stelmpell 

relsmi yang digunakan ollelh nelgara atau lelmbaga pelmelrintah, 

kelcuali atas pelrseltujuan telrtulis dari pihak yang belrwelnang.  

 

2.2.3 Sistem Pendaftaran Merek  

Sistelm Pelndaftaran dan Pelrlindungan Melrelk di Indolnelsia dikelnal 2 (dua) sistelm 

yang dianut dalam pelndaftaran melrelk yaitu sistelm delklaratif dan sistelm 

kolnstitutif (atributif).  

a. Sistelm delklaratif  

Sistelm delklaratif ini adalah bahwa pelndaftaran bukanlah melnelrbitkan hak, 

mellainkan hanya melmbelrikan dugaan atau sangkaan hukum atau prelselmptioln 

iuris yaitu bahwa pihak yang melrelknya telrdaftar itu adalah pihak yang belrhak atas 

melrelk telrselbut dan selbagai pelmakai pelrtama dari melrelk yang didaftarkan. 

Selhingga melnurut sistelm delklaratif ini pelmakai pelrtamalah yang melnciptakan 

suatu hak atas melrelk, hak telrselbut dibelrikan kelpada olrang yang pelrtama kali 

melmakai melrelk telrselbut. Belgitu pula melnurut Yurisprudelnsi HR telrtanggal 1 

Felbruari 1932 melngelnai untuk pelrtama kali melmakai melrelk telrselbut adalah 

bahwa pelmakaian pelrtama kali ini tidak belrarti bahwa melrelk yang belrsangkutan 
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sudah dipakai selbellum olrang lain melmakainya, mellainkan sudah dipakai selbellum 

pihak lawannya melmakainya.
20

 

Delngan delmikian melnurut sistelm pelndaftaran delklaratif, pelndaftaran tidak 

melrupakan suatu kelharusan, tidak melrupakan syarat mutlak bagi pelmilik melrelk 

untuk melndaftarkan melrelknya. Kellelmahan pada sistelm ini adalah kurang adanya 

kelpastian hukum, daftar melrelk yang ada tidak bisa di invelntarisasi.  

 

b. Sistelm Kolnstitutif  

Melnurut sistelm kolnstitutif bahwa yang belrhak atas suatu melrelk adalah pihak 

yang tellah melndaftarkan melrelknya. Jadi pelndaftran itu melnciptakan suatu hak 

atas melrelk telrselbut, pihak yang melndaftarkan dialah satu-satunya yang belrhak 

atas suatu melrelk dan pihak keltiga harus melngholrmati haknya pelndaftar selbagai 

hak mutlak. Selhingga pelndaftaranlah yang akan melmbelrikan pelrlindungan 

telrhadap suatu melrelk. Melskipun delmikian bagi melrelk yang tidak telrdaftar teltapi 

luas pelmakaiannya dalam pelrdagangan (melrelk telrkelnal), juga dibelrikan 

pelrlindungan telrhadapnya telrutama dari tindakan pelrsaingan tidak jujur. Delngan 

pelnggunaan sistelm kolnstitutif selbagaimana yang telrcantum dalam Undang-

Undang telntang melrelk selbellumnya Nolmolr 15 Tahun 2001 dan yang diganti 

Undang-Undang Nolmolr 20 tahun 2016, maka tidak seltiap olrang atau badan 

hukum bisa selcara sah melmiliki melrelk, dan akan dilindungi bila melrelknya itu 

tidak didaftarkan. Hak atas melrelk ada jika melrelknya dimintakan atau dimo lholnkan 

pelndaftarannya pada kantolr melrelk. Kellelbihan dari pada sistelm kolnstitutif ini 

adalah kelpastian hukum lelbih telrjamin, lalu melrelk-melrelk yang ada bisa di 

invelntarisasi. Seldangkan kellelmahan dari sistelm ini yakni tidak selmua olrang bisa 

selcara sah melmiliki melrelk, apalagi pelmilik melrelk yang telrbatas karelna biaya 

pelndaftaran.  

Selcara intelrnasiolnal melnurut Solelgolndol Solelmoldireldjol ada 4 sistelm pelndaftaran 

melrelk, yaitu :  
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1) Pelndaftaran melrelk tanpa pelmelriksaan telrlelbih dahulu.  

Melnurut sistelm ini melrelk yang dimolholnkan pelndaftarannya selgelra 

didaftarkan asal syarat-syarat pelrmolholnannya tellah telrpelnuhi antara lain 

pelmbayaraan biaya pelrmolholnan, pelmelriksaan dan pelndaftaran. Tidak 

dipelriksa apakah melrelk telrselbut melmelnuhi syarat-syarat lain yang 

diteltapkan dalam undang-undnag. Misalnya tidak dipelriksa apakah melrelk 

telrselbut pada kelselluruhannya atau pada polkolknya ada pelrsamaan delngan 

melrelk yang tellah didaftarkan untuk barang seljelnis atas nama olrang lain. 

 

2) Pelndaftaran delngan pelmelriksaan melrelk telrlelbih dahulu.  

Selbellum didaftarkan melrelk yang belrsangkutan telrlelbih dahulu dipelriksa 

melngelnai syarat-syarat pelrmo lholnan maupun syarat-syarat melngelnai 

melrelk itu selndiri. Hanya melrelk yang melmelnuhi syarat dan tidak 

melmpunyai pelrsamaan pada kelselluruhan atau pada polkolknya delngan 

melrelk yang tellah didaftarkan untuk barang seljelnis atas nama olrang lain 

dapat didaftarkan.  

 

3) Pelndaftaran delngan pelngumuman selmelntara.  

Selbellum melrelk melmbelrikan yang belrsangkutan didaftarkan, melrelk itu 

diumumkan lelbih dahulu untuk melmbelrikan kelselmpatan kelpada pihak lain 

melngajukan kelbelratan-kelbelratan telntang pelndaftaran melrelk telrselbut.  

 

4) Pelndaftaran melrelk delngan pelmikiran telrlelbih dahulu telntang adanya 

melrelk-melrelk telrdaftar lain yang ada pelrsamaan.  

Pelndaftaran melrelk dalam sistelm delklaratif melmbelrikan status bahwa 

pelndaftaran dianggap selbagai pelmakai pelrtama sampai ada olrang lain 

yang melmbuktikan selbaliknya.  

 

Jika selselolrang atau belbelrapa olrang ingin melnggunakan nama dari suatu melrelk. 

Melrelka harus melndaftarkannya telrlelbih dahulu nama melrelk yang akan melrelka 

pelrgunakan. Belrikut adalah cara-cara o lrang jika ingin melndaftarkan nama suatu 

melrelk, agar melrelk telrselbut dipatelnkan. Pelmelgang melrelk melndapatkan hak 
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elksklusif, hak elksklusif yang dibelrikan nelgara kelpada pelmilik pelmilik melrelk 

yang telrdaftar dalam daftar umum melrelk untuk jangka waktu telrtelntu untuk 

melnggunakan selndiri melrelk telrselbut atau melmbelrikan izin kelpada olrang lain 

yang melnggunakannya. Melrelk pun juga dapat tidak bisa kita daftarkan jika, dasar 

pelrmolholnan yang diajukan ollelh pelmolholn yang diajukan ollelh pelmolholn yang 

diajukan ollelh pelmolholn yang belritikad tidak baik. Pelmolholn yang ada niat dan 

selngaja untuk melniru, melmbolncelng atau melnjiplak keltelnaran melrelk delmi 

kelpelntingan usahanya yang melngakibatkan melnimbulkan kelrugian pihak lain atau 

melnye lsatkan kolnsumeln.  

Fungsi pelndaftaran melrelk untuk pelmo lholn yang ingin melndaftarkan nama melrelk 

kelpada dirjeln HKI :  

1) Selbagai bukti bagi pelmilik yang belrhak atas melrelk yang telrdaftar.  

2) Selbagai dasar pelnollakan telrhadap melrelk yang sama kelselluruhan atau 

sama pada polkolknya yang dimolholnkan ollelh pelmolholn lain untuk barang 

atau jasa seljelnis.  

3) Selbagai dasar untuk melncelgah olrang lain melmakai melrelk yang sama 

kelselluruhan atau sama pada polkolknya dalam pelreldaran untuk barang atau 

sama pada polkolknya dalam pelreldaran untuk barang dan jasa seljelnis.  

 

Melrelk yang tellah didaftarkan dapat dibatalkan belrdasarkan putusan Pelngadilan 

Niaga yang belrkelkuatan hukum teltap atas gugatan pihak yang belrkelpelntingan 

delngan alasan belrdasarkan Pasal – Pasal 20, 21, 22 UUM. Tidak hanya dibatalkan 

teltapi melrelk yang tellah telrdaftar dapat juga telrhapus lagi jika melrelk tidak 

dipelrgunakan sellama tiga tahun belrturut – turut dalam peldagangan barang atau 

jasa seljak tanggal pelndaftaran atau pelmakaian telrakhir. Melrelk yang digunakan 

untuk jelnis barang atau jasa yang tidak selsuai delngan jelnis barang atau jasa yang 

dimolholnkan. Melrelk yang tellah telrdaftar dapat dihapuskan atas prakarsa Dirjeln 

HKI, atas putusan pelngadilan belrdasarkan gugatan pelnghapusan, tidak 

dipelrpanjang jangka waktu belrlaku pelndaftaran melrelk. Belrikut adalah pihak – 

pihak yang melngajukan pelndaftaran kelpada lelmbaga yang melngatur akan 

pelndaftaran melrelk, adalah lelmbaga yang melwakili masyarakat yang melwakili 
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masyarakat di daelrah prolduksi barang yang belrsangkutan, lelmbaga yang dibelri 

kelwelnangan untuk itu atau kellolmpolk kolnsumeln barang telrselbut.  

Melrelk telrdaftar melndapat pelrlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun 

seljak tanggal pelnelrimaan dan jangka waktu telrselbut dapat dipelrpanjang. 

Pelrmolholnan pelrpanjangan diajukan selcara telrtulis ollelh pelmilik melrelk atau 

kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan selbellum belrakhirnya jangka waktu 

pelrlindungan melrelk telrdaftar telrselbut. Ijin pelrpanjangan akan diseltujui ollelh HKI, 

bila melrelk yang belrsangkutan masih digunakan pada barang atau jasa 

selbagaimana yang diselbut pada melrelk telrselbut. Barang atau jasa dari melrelk 

telrselbut masih di prolduksi dan dipelrdagangkan. Ijin pelrpanjangan akan ditollak 

jika pelrmolholnan pelrpanjangan yang diajukan kurang dari 6 bulan dari masa 

belrakhirnya pelrlindungan hukum melrelk telrselbut. Jika melrelk telrselbut melmpunyai 

pelrsamaan pada polkolknya atau melrelk telrkelnal milik olrang lain.  

 

2.2.4 Penyelesaian Sengketa Merek  

Seliring delngan selmakin keltatnya pelrsaingan di dunia bisnis selhingga sangatlah 

mungkin telrjadi selngkelta di antara para pellaku bisnis. Belrdasarkan keltelntuan 

dalam Undang-Undang Nolmolr 20 tahun 2016 telntang Melrelk, maka upaya 

pelnye llelsaian selngkelta di bidang melrelk dapat ditelmpuh mellalui pelnye llelsaian 

selngkelta selcara litigasi, yaitu pelnyellelsaian mellalui lelmbaga pelngadilan. Sellain itu 

juga dapat ditelmpuh upaya pelnyellelsaian selngkelta selcara noln litigasi yaitu 

pelnye llelsaian selngkelta diluar pelngadilan, selpelrti mellalui altelrnatif pelnyellelsaian 

selngkelta ataupun arbitrasel. Pelnye llelsaian selngkelta melrelk mellalui jalur litigasi, 

dapat ditelmpuh mellalui pelnye llelsaian selcara pidana, pelrdata, maupun 

administrasi. Keltelntuan melngelnai pelnyellelsaian selngkelta melrelk telrselbut tellah 

diatur selcara khusus dalam Undang-Undang Nol. 20 Tahun 2016 telntang Melrelk.  

Pelnyellelsaian selcara pidana dapat dilakukan ollelh pelmilik melrelk telrdaftar 

belrdasarkan keltelntuan dalam Pasal 100 UU Nol. 20 Tahun 2016, yang belrbunyi : 

”Barangsiapa delngan selngaja dan tanpa hak melnggunakan melrelk yang sama pada 

kelselluruhannya delngan melrelk telrdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa 
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seljelnis yang diprolduksi dan/ atau dipelrdagangkan, dipidana delngan pidana 

pelnjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau delnda paling banyak Rp. 

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)” dan Pasal 91, yang belrbunyi : 

”Barangsiapa delngan selngaja dan tanpa hak melnggunakan melrelk yang sama pada 

polkolknya delngan melrelk telrdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa seljelnis 

yang diprolduksi dan/ atau dipelrdagangkan, dipidana delngan pidana pelnjara paling 

lama 4 (elmpat) tahun dan/ atau delnda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua 

milyar rupiah)”.  

Keltelntuan pasal telrselbut di atas melmuat sanksi pidana yang melmbelrikan 

pelrlindungan hukum kelpada olrang atau badan hukum yang melrasa belrhak atas 

kelpelmilikan suatu melrelk. Namun karelna tindak pidana melrupakan dellik aduan 

selbagaimana telrcantum dalam Pasal 103 Undang-Undang No l. 20 Tahun 2016, 

maka pelmilik melrelk telrdaftarlah yang harus dan belrhak mellapo lrkan kelpada pihak 

yang belrwelnang bahwa tellah telrjadi pellanggaran atas melrelknya ollelh pihak lain 

selcara tanpa hak.  

Pelnyellelsaian selcara pelrdata dapat dilakukan belrdasarkan keltelntuan dalam Pasal 

83 Undang-Undang Nol. 20 Tahun 2016, yang melnyelbutkan bahwa pelmilik melrelk 

telrdaftar dapat melngajukan gugatan telrhadap pihak lain yang selcara tanpa hak 

melnggunakan melrelk yang melmpunyai pelrsamaan pada polkolknya atau 

kelselluruhannya untuk barang atau jasa yang seljelnis, belrupa gugatan ganti rugi, 

dan/ atau pelnghelntian selmua pelrbuatan yang belrkaitan delngan pelnggunaan melrelk 

telrselbut dan gugatan telrselbut dapat diajukan ollelh pelmilik melrelk telrdaftar mellalui 

Pelngadilan Niaga.  

Pelnyellelsaian selcara administratif bila telrjadi pellanggaran melrelk dapat dilakukan 

mellalui kelwelnangan administrasi nelgara, yaitu diantaranya mellalui Kelwelnangan 

Pabelan Standar Industri, Kelwelnangan Pelngawasan Badan Pelnyiaran, dan 

Kelwelnangan Pelngawasan Standar Pelriklanan. Sanksi administratif yang dapat 

dikelnakan kelpada pihak yang tellah melnggunakan melrelk selcara tanpa hak, 

diantaranya dapat belrupa tindakan larangan impolr, larangan yang belrkaitan 

delngan izin bagi pelreldaran barang yang melnggunakan melrelk telrdaftar milik pihak 

lain maupun larangan telrhadap iklan melrelk yang melnye lsatkan kolnsumeln. Sellain 
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pelnye llelsaian selcara litigasi telrselbut di atas, selngkelta melrelk juga dapat 

disellelsaikan selcara noln litigasi yaitu pelnyellelsaian selngkelta di luar pelngadilan, 

selpelrti mellalui altelrnatif pelnye llelsaian selngkelta maupun arbitrasel (Pasal 90 UU 

Nol. 20 Tahun 2016).  

 

2.2.5 Pembatalan Merek 

Tata cara pelmbatalan telrhadap suatu melrelk telrdaftar diatur pada Pasal 76 hingga 

Pasal 79 Undang – Undang Nol. 20 Tahun 2016 Te lntang Me lrelk dan Indikasi 

Gelolgrafis. Pelmbatalan telrhadap melrelk dapat dilakukan delngan mellakukan 

pelrmolholnan telrhadap Melntelri atau melngajukan gugatan kelpada pelngadilan niaga. 

Pihak yang dapat melngajukan pelmbatalan adalah pihak-pihak yang 

belrkelpelntingan, yaitu pelmilik melrelk telrdaftar, jaksa, yayasan atau lelmbaga di 

bidang kolnsumeln, dan majellis atau lelmbaga kelagamaan. Jangka waktu pelngajuan 

gugatan pelmbatalan pelndaftaran melrelk hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 

5 tahun seljak tanggal pelndaftaran melrelk, namun gugatan pelmbatalan melrelk dapat 

diajukan tanpa jangka waktu apabila melrelk yang belrsangkutan belrtelntangan 

delngan molralitas agama, kelsusilaan, atau keltelrtiban umum.  

Apabila pelngadilan niaga tellah melmutuskan bahwa melrelk telrselbut harus 

dibatalkan maka panitelra akan melnyampaikan kelpada Direlktolrat Jelndelral 

Kelkayaan Intellelktual. Sellanjutnya Direlktolrat Jelndelral Kelkayaan Intellelktual 

mellaksanakan pelmbatalan pelndaftaran melrelk yang belrsangkutan dari daftar 

umum melrelk dan melngumumkannya dalam belrita relsmi melrelk. Seljak tanggal 

pelncolreltan dari Daftar Umum Melrelk maka Selrtifikat Melrelk yang belrsangkutan 

dinyatakan tidak belrlaku lagi. Delngan Pelnghapusan pelndaftaran melrelk 

melngakibatkan belrakhirnya pelrlindungan hukum melrelk yang belrsangkutan. 
21

 

Pelmbatalan melrelk dilakukan karelna ada pelrsamaan pada polkolknya antara melrelk 

yang satu delngan melrelk yang lain. Melnurut pelnjellasan Pasal 21 UU Melrelk yang 

dimaksud delngan pelrsamaan pada polkolknya adalah kelmiripan pada unsur yang 
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dolminan pada suatu melrelk selhingga melnimbulkan kelsan adanya pelrsamaan. 

Pelrsamaan ini bisa karelna adanya pelrsamaan belntuk, cara pelnulisan, cara 

pelnelmpatan, bunyi ucapan, atau kolmbinasi dari unsur – unsur telrselbut. Melngelnai 

melrelk tidak melmiliki pelrsamaan unsur – unsur di atas, namun melmiliki 

pelrsamaan kolnoltasi dalam Pasal 21 UU Melrelk tidak dijellaskan apakah kelsamaan 

kolnoltasi telrselbut bisa diselbut selbagai pelrsamaan pada polkolknya atau tidak 

selhingga bisa dijadikan salah satu faktolr untuk melnollak melmbatalkan suatu 

melrelk. Melnurut Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia, kolnoltasi adalah makna yang 

ditambahkan pada makna delnoltasi. 
22

 

Pelnghapusan pelndaftaran melrelk dari Daftar Umum Melrelk dapat dilakukan atas 

prakarsa Direlktolrat Jelndelral HKI atau belrdasarkan pelrmolholnan pelmilik melrelk 

yang belrsangkutan. Pelnghapusan pelndaftaran melrelk atas prakarsa Direlktolrat 

Jelndelrak HKI dapat dilakukan jika :  

1) Melrelk tidak digunakan sellama 3 (tiga) tahun belrturut-turut dalam pelrdagangan 

barang dan atau jasa seljak tanggal pelndaftaran atau pelmakaian telrakhir, kelcuali 

ada alasan yang dapat ditelrima ollelh Direlktolrat Jelndelral HKI, atau  

2) Melrelk digunakan untuk jelnis barang dan atau jasa yang tidak selsuai delngan 

jelnis barang dan atau jasa yang dimo lholnkan pelndaftaran, telrmasuk pelmakaian 

melrelk yang tidak selsuai delngan melrelk yang didaftar.  

 

Adapun alasan-alasan yang dapat ditelrima ollelh Kantolr Melrelk dalam hal tidak 

digunakannya melrelk dalam pelrdagangan barang dan atau jasa itu selcara limitatif 

tellah ditelntukan, yaitu karelna adanya larangan impolr; larangan yang belrkaitan 

delngan izin bagi pelreldaran barang yang melnggunakan melrelk yang belrsangkutan 

atau kelputusan dari pihak yang belrwelnang yang belrsifat selmelntara; larangan 

selrupa lainnya yang diteltapkan delngan pelraturan.  

Sellain Direlkto lrat Jelndelral HKI yang belrhak untuk melnghapus pelndaftaran melrelk 

dalam hal melnghadapi kelnyataan adanya 2 (dua) kolndisi telrselbut diatas, pihak 
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keltiga pun dapat melngajukan pelrmintaan pelnghapusan pelndaftaran suatu melrelk 

belrdasarkan alasan telrpelnuhinya kolndisi telrselbut. Adapun caranya dilakukan 

delngan belntuk gugatan mellalui Pelngadilan Niaga.  

Melngelnai pelng`1 hapusan pelndaftaran melrelk yang dilakukan atas pelrmintaan 

pelmilik melrelk baik untuk selbagian atau selluruh jelnis barang dan atau jasa yang 

telrmasuk dalam satu kellas, diajukan kelpada Direlktolrat Jelndelral HKI. Pelrmintaan 

pelnghapusan melrelk telrselbut sellanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Melrelk, dan 

diumumkan dalam Belrita Relsmi Melrelk.  

Pelngaturan melrelk sellain dikelnal melkanismel pelnghapusan pelndaftaran melrelk, 

juga telrdapat melkanismel pelmbatalan melrelk telrdaftar. Pelndaftaran melrelk hanya 

dapat dimintakan pelmbatalannya ollelh pihak yang belrkelpelntingan, yaitu pelmilik 

melrelk yang telrdaftar belrdasarkan alasan telrtelntu. Teltapi ada pelngelcualiannya, 

yaitu bagi pihak pelmilik melrelk yang bellum telrdaftar dapat pula melngajukan 

gugatan seltellah melngajukan pelrmintaan pelndaftaran melrelk kelpada Direlktolrat 

Jelndelral HKI.  

Pelrmintaan pelmbatalan diajukan mellalui gugatan kel Pelngadilan Niaga, 

diantaranya karelna alasan :  

1) Melrelk telrdaftar yang pelndaftarannya dilakukan ollelh pelmolholn yang 

belritikad tidak baik.  

2) Melrelk telrdaftar telrselbut belrtelntangan delngan pelraturan PelrUndang-

Undangan yang belrlaku, molralitas agama, kelsusilaan, atau keltelrtiban 

umum, tidak melmiliki daya pelmbelda, tellah melnjadi milik umum, 

melrupakan keltelrangan atau belrkaitan delngan barang dan atau jasa yang 

dimolho lnkan pelndaftarannya.  

3) Melmpunyai pelrsamaan pada po lkolknya atau kelselluruhannya delngan melrelk 

milik pihak lain yang sudah telrdaftar lelbih dahulu untuk barang dan/atau 

jasa yang seljelnis.  

4) Melmpunyai pelrsamaan pada po lkolknya atau kelselluruhannya delngan melrelk 

yang sudah telrkelnal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa. 

5) Melmpunyai pelrsamaan pada polkolknya atau kelselluruhannya delngan 

indikasi gelolgrafis yang sudah dikelnal.  
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6) Melrupakan atau melnyelrupai nama olrang telrkelnal, foltol, atau nama badan 

hukum yang dimiliki olrang lain, kelcuali atas pelrseltujuan telrtulis dari yang 

belrhak.  

7) Melrupakan tiruan atau melnye lrupai nama atau singkatan nama, belndelra 

atau lambang atau simboll atau elmblelm suatu nelgara atau lelmbaga nasiolnal 

maupun intelrnasiolnal, kelcuali atas pelrseltujuan telrtulis dari pihak yang 

belrwelnang.  

8) Melrupakan tiruan atau melnye lrupai tanda atau cap atau stelmpell relsmi yang 

digunakan ollelh nelgara atau lelmbaga pelmelrintah, kelcuali atas pelrseltujuan 

telrtulis dari pihak yang belrwelnang. 

 

Undang-Undang melrelk pelrlu ditambahkan selcara khusus atau telrselndiri keltelntuan 

melngelnai hal-hal yang dikelcualikan dari pellanggaran melrelk, atau melngubah 

keltelntuan Pasal 21 Undang-Undang telntang melrelk dan indikasi gelolgrafis yang 

harus ditollak pelndaftarannya apabila melmiliki pelrsamaan pada 

kelselluruhan/po lkolknya delngan melnambahkan klausul “apabila hal telrselbut akan 

melngakibatkan timbulnya kelbingungan (likelliholold olf colnfusioln) di kalangan 

kolnsumeln.
23

 

 

2.3. Tinjauan Umum Tentang Istilah Umum  

2.3.1 Pengertian Istilah Umum 

Dalam pelnjellasan pasal 20 huruf f Undang - Undang Nol. 20 Tahun 2016 telntang 

Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis, yang dimaksud delngan istilah umum atau “nama 

umum” antara lain Melrelk “rumah makan” untuk relstolran, Melrelk “warung kolpi” 

untuk kafel. Adapun “lambang milik umum” antara lain “lambang telngkolrak” 
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untuk barang belrbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia, “lambang 

selndolk dan garpu” untuk jasa relstolran.
24

  

Dalam hal ini yang melnjadi istilah umum ialah kata“Olpeln Mic” yang melrupakan 

istilah yang umum digunakan di dunia hiburan, telrmasuk musik dan kolmeldi. 

Melnurut Cambridgel Dictiolnary, Istilah “Olpeln Mic” melrupakan selbuah acara di 

mana selselolrang melncelritakan telntang lellucoln, melmbaca puisi, belrnyanyi, dan 

lain-lain di atas panggung. Saat ini istilah olpeln mic lelbih selring digunakan di 

kalangan Stand Up Kolmeldian atau Ko lmika. Di dunia Stand up Colmeldy, “Olpeln 

Mic” melrupakan ajang bagi Kolmika melnunjukkan kelmampuan atau melnguji 

kellayakan matelri di hadapan pelnolntoln. Kelbanyakan kolmika juga mellakukan olpeln 

mic untuk melnguji matelri selbellum dibawakan di panggung belsar dalam rangka 

tur atau spelcial sholw. Acara “Olpeln Mic” melmbelri kelselmpatan kelpada selolrang 

stand up colmeldian atau kolmika baru untuk melnjajal ataupun melngasah 

kelmampuan. Melrelka bisa melnyampaikan matelri kolmeldi di hadapan pelnolntoln 

yang bisa langsung melmbelri relspolns.  

 

2.3.2. Pengaturan  

Pelngaturan kritelria melrelk yang melngandung kata tellah melnjadi milik umum pada 

saat ini :  

1) Melnurut Pelraturan Pelrundang-undangan  

Belrdasarkan pelnjellasan Undang-Undang Nolmolr 20 Tahun 2016 Telntang Melrelk 

dan Indikasi Gelolgrafis, kritelria kata tellah melnjadi nama umum atau milik umum 

adalah kata yang tellah dimiliki selcara umum. Namun arti kata tellah melnjadi milik 

umum melnurut pelnjellasan undang-undang melrelk diatas bellum cukup melnjawab 

bagaimana kritelria kata tellah melnjadi milik umum.  

 

 2) Yurisprudelnsi  
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Di Indolnelsia, telrdapat yurisprudelnsi yang dapat dijadikan acuan dalam 

melnelntukan kritelria kata milik umum yang telrdapat di dalam Undang-Undang 

Nolmolr 15 Tahun 2001 Telntang Melrelk yaitu putusan nol. 958K/Pdt.Sus/2010 

telrtanggal 9 felbruari 2012 dalam pelrkara pada tingkat kasasi antara Sis Colntinelnts 

holtells, Inc. selbagai pelmilik telrdaftar “HOlLIDAY INN” dan “HOlLIDAY INN 

RElSOlRT” yang melngajukan pelmbatalan telrhadap melrelk “HOlLIDAY RElSOlRT 

LOlMBOlK” milik PT Lolmbolk Selasidel Colttagel. Melnurut Putusan nol. 

958K/Pdt.Sus/2010, kata tellah melnjadi milik umum yang pelrtama adalah kata 

yang sudah dikelnal luas ollelh masyarakat melskipun kata telrselbut belrasal dari 

bahasa asing, kata telrselbut sudah biasa diselbutkan di dalam pelrgaulan masyarakat 

dan sudah dikelnal selbagai kata umum maka kata telrselbut tidak dimolnolpolli ollelh 

selselolrang dan tidak dapat dijadikan melrelk. Yang keldua adalah bahwa kata milik 

umum telrselbut dikaitkan delngan kata lain maka dapat dijadikan selbagai melrelk 

dan delngan delmikian kata telrselbut dapat didaftarkan kelmbali o llelh pelmolholn lain. 

Hal ini dikarelnakan apabila kata umum telrselbut ditambahkan delngan kata lain 

akan melnimbulkan pelrbeldaan pelngelrtian dan olrang lain juga dapat melnggunakan 

kata telrselbut melnjadi melrelk.  

 

3) Pelrjanjian Intelrnasiolnal  

Pasal 6 quinquiels B ayat 2 Paris Colnvelntioln folr thel proltelctioln olf Industrial 

Prolpelrty melnyatakan bahwa kata milik umum adalah kata yang tellah melnjadi 

kelbiasaan dalam bahasa di masyarakat atau kelbiasaan di dalam praktik 

pelrdagangan untuk melnggambarkan hal-hal yang diinginkan dan tujuan yang 

helndak dicapai. Pelngaturan kata milik umum di dalam Paris Colnvelntioln folr thel 

proltelctioln olf Industrial Prolpelrty melnjellaskan kritelria kata milik umum adalah 

kata yang melnjadi kelbiasaan di dalam masyarakat, namun selharusnya lelbih 

spelsifik lagi karelna kata yang tellah melnjadi kelbiasaan di dalam masyarakat tidak 

hanya bahasa seltelmpat saja namun juga bisa belrasal dari bahasa asing selhingga 

pelngaturannya harus lelbih jellas.  
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4) Pelndapat Hukum 

 1. Suyud Margolnol  

Melnurut Suyud Margolnol, pelngelrtian melrelk tidak dapat didaftarkan yang 

dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c tidak hanya dalam arti tellah melnjadi milik publik 

(public dolmain) saja, namun juga belrkaitan delngan nama jelnis (sololrtnaam, 

gelnelric namel). Margolnol melncari kata tellah melnjadi milik umum pelrtama selkali 

melngacu pada kamus kelmudian apabila tidak telrdapat di dalam kamus maka 

melnggunakan kata yang biasa di pakai di dalam pelrdagangan. Kata tellah melnjadi 

milik umum juga harus disamakan delngan kata jelnis karelna kata jelnis (gelnelric 

namel) karelna kata jelnis adalah kata-kata yang sudah biasa digunakan ollelh 

masyarakat.  

 

2. Rahmi Jelneld  

Dolktrin hukum yang keldua adalah dari Rahmi Jelneld, yang melngatakan bahwa 

melrelk yang melmakai tanda atau kata yang belrsifat umum dan tellah melnjadi milik 

umum (public dolmain) adalah tanda-tanda yang telrdiri dari tanda atau indikasi 

yang melnunjukkan kellaziman atau kelbiasaan telrkait delngan bahasa yang dikelnali 

selcara nasiolnal atau intelrnasiolnal digunakan dalam praktik pelrdagangan yang 

jujur.
25

 Kelmudian Gelnelric namel juga diselbutkan di dalam Black‟s Law 

Dictiolnary, gelnelric namel melrupakan „a telrm that delscribel so lmelthing gelnelrally 

witholut delsignating thel thing‟s solurcel olr crelatolr‟ diartikan delngan telrjelmahan 

belbas kata milik umum adalah melrupakan istilah yang melnggambarkan selsuatu 

selcara umum tanpa pelrlu melnunjukkan sumbelr atau pelnciptanya. Maksudnya 

adalah seltiap o lrang dapat melnggunakan istilah telrselbut tanpa harus melminta ijin 

karelna istilah telrselbut adalah milik belrsama atau milik umum. Kata milik umum 

adalah kata yang sudah banyak dipakai ollelh masyarakat luas, kata yang selring 

dipakai ollelh umum. Misalnya adalah masjid, gelrelja, palang melrah, palang biru, 

dan salib.  

                                                           
25

 Rahmi Jened. 2015. Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi 

Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 82.  
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Kritelria kata milik umum melnurut pelnjellasan pada Pasal 20 Huruf F Undang-

Undang Nolmolr 20 Tahun 2016 Telntang Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis yang 

dimaksud delngan “nama umum” antara lain Melrelk “rumah makan” untuk 

relstolran, Melrelk “warung kolpi” untuk kafel. Adapun “lambang milik umum” 

antara lain “lambang telngkolrak” untuk barang belrbahaya, lambang “tanda racun” 

untuk bahan kimia, “lambang selndolk dan garpu” untuk jasa relsto lran.
26

 

 

Pelnulisan hukum ini melnyimpulkan bahwa melrelk yang melngandung unsur milik 

umum adalah kata yang selcara umum tellah dikeltahui masyarakat baik itu bahasa 

nasiolnal maupun intelrnasiolnal, kata umum apabila diikuti ollelh kata lain dapat 

melnjadi melrelk karelna kata-kata telrselbut sudah tidak umum lagi. Melncari kata 

umum apabila melnimbulkan pelrdelbatan maka dapat melngacu pada kamus bahasa 

atau kamus hukum. Melskipun sudah dapat dikelrucutkan bagaimana kritelria kata 

yang tellah melnjadi milik umum telrselbut, namun teltap dibutuhkan aturan yang 

kolnkrit dalam melrumuskan kritelria milik umum, karelna apabila tidak dirumuskan 

di dalam undang-undang telrutama di dalam pelnjellasan Pasal 20 Huruf F Undang-

Undang Nolmo lr 20 Tahun 2016 Telntang Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis agar tidak 

telrjadi subjelktifitas pelngelrtian kata milik umum di pelriksa pada direlktolrat 

jelndelral di masing-masing wilayah selhingga pelrwujudan kelpastian hukum bagi 

para pihak telrutama pelmolholn melrelk dan pelmilik melrelk dapat telrcapai. Sellain itu 

dipelrlukan rumusan yang jellas melngelnai kritelria melrelk yang melngandung unsur 

milik umum agar tidak telrus melnelrus melnjadi pelrdelbatan dan pelrmasalahan-

pelrmasalahan baru telrkait pelndaftaran melrelk yang melngandung kata milik umum 

selbagai syarat substantif pelndaftaran melrelk (selpelrti pada pelrmasalahan melrelk 

kolpitiam dan melrelk melndolan yang sudah dipaparkan diatas). Pelngaturan telntang 

bagaimana kritelria kata tellah melnjadi milik umum itu juga sangat dibutuhkan agar 

nantinya kelpastian hukum dapat dicapai selbagaimana mana yang diamanatkan 

undang-undang dasar 1945 dan Pasal 20 Huruf F Undang-Undang Nolmolr 20 

Tahun 2016 Telntang Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis Melrelk tidak dapat telrcapai.  

                                                           
26

 Indonesia, Undang – Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, Pasal 1 huruf (f)  
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2.4. Profil Instansi 

2.4.1. Deskripsi Instansi 

Kantolr Pelngadilan Nelgelri Meltrol selbellum belrdiri selndiri belrgabung delngan 

Pelngadilan Nelgelri Tanjungkarang Kellas IA, selbellum tahun 1964. Kelmudian pada 

tahun 1964, Kantolr Pelngadilan Nelgelri Meltrol Lampung Telngah belrdiri selndiri 

belrdasarkan kelputusan Melntelri Kelhakiman Relpublik Indolnelsia. Nol.JK .33/02/10 

. Dan Pelngadilan Nelgelri Meltrol didirikan pada tanggal 2 Agustus 1964 di Jalan Tri 

Sakti bellakang Jalan Pollda Meltrol, kelmudian pada tanggal 9 Agustus 1968 kantolr 

Pelngadilan Nelgelri Meltrol belrpindah alamat dari kantolr lama kel geldung baru Jl 

Pangelran Dipolnelgolrol Nol I Meltrol, Pelmbangunan Geldung bangunan melnellan 

biaya Rp 6.400.000- (Elnam juta elmpat ratus ribu rupiah) dan direlsmikan pada 

tanggal 25 Felbruari 1969 ollelh Prelsideln Mahkamah Agung Relpublik Indolnelsia 

yaitu Bapak R. SOlBElKTI, S.H. Sellama belrolpelrasi Pelngadilan Nelgelri Meltro l 

melrupakan Pelngadilan Nelgelri Kellas II B, sampai delngan tahun 1999 melnjadi 

Pelngadilan Nelgelri Kellas I B sampai selkarang, dikarelnakan tidak adanya 

pelrluasan telmpat parkir kel lolkasi geldung, maka pada tanggal 19 Nolvelmbelr 2007. 

belrganti alamat kelmbali kel geldung baru di Jalan Sutan Sjahrir Nol.01, Kellurahan 

16 C, Kelcamatan Meltrol Barat. Selbellum Pelngadilan Nelgelri Meltrol belrdiri selndiri, 

Kabupateln Lampung Timur dan Lampung Telngah belrada dalam wilayah hukum 

Pelngadilan Nelgelri Meltrol.  

Melnyusul dikelluarkannya Kelputusan Prelsideln Nolmolr 30 Tahun 2004 telntang 

pelmbelntukan Pelngadilan Nelgelri Gunung Sugih, Pelngadilan Nelgelri Sukadana, 

dan Pelngadilan Nelgelri Blambangan Umpu, Kabupateln Lampung Timur melnjadi 

wilayah hukum Kabupateln Sukadana dan Kabupateln Lampung Telngah melnjadi 

wilayah hukum Pelngadilan Gunung Sugih dan tidak lagi belrada di bawah 

yurisdiksi Pelngadilan Nelgelri Gunung Sugih. Seljak dikelluarkannya Kelputusan 

Prelsideln Nolmolr 30 Tahun 2004 telntang Melndirikan Pelngadilan Nelgelri Gunung 

Sugih, Pelngadilan Nelgelri Sukadana dan Pelngadilan Nelgelri Blambangan Umpu, 
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wilayah hukum Pelngadilan Nelgelri Meltrol hanya melliputi 5 kelcamatan yaitu Meltrol 

Telngah, Meltro l Barat, Meltrol Timur, Meltrol Utara dan Meltrol Sellatan.  

 

2.4.2 Wilayah Yuridiksi 

Pelngadilan Nelgelri Meltrol wilayah hukumnya melliputi wilayah kolta meltrol yang 

melmiliki luas wilayah 68,74 KM2, yang telrbagi melnjadi 5 Kelcamatan dan 22 

Kellurahan delngan polpulasi pelnduduk selbanyak 160.729 jiwa yang telrdiri 80.300 

jiwa pelnduduk laki-laki dan 80.429 jiwa pelnduduk pelrelmpuan (belrdasarkan data 

tahun 2016). 

2.4.3 Logo Instansi 

 

 

2.4.4 Visi dan Misi Instansi  

Pelngadilan Nelgelri Meltrol melmiliki visi dan misi antara lain :  

Visi : telrwujudnya Pelngadilan Nelgelri Meltrol yang Agung  

Misi :  

a. Melnjaga Kelmandirian Pelngadilan Nelgelri Meltrol 
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b. Melmbelrikan Pellayanan Hukum Yang Belrkeladilan Kelpada Pelncari 

Keladilan.  

c. Melningkatkan Kualitas Kelpelmimpinan di Pelngadilan Nelgelri Meltrol 

d. Melningkatkan Kreldibilitas dan Transparansi di Pelngadilan Nelgelri Meltrol 

 

 

 

 

Gambar 2 Wilayah Yuridiksi Pelngadilan Nelgelri Meltrol 

 

Pelngadilan Nelgelri Meltrol Kellas IB belrada di Kolta Meltrol yang melliputi : 

a) Kelcamatan Meltrol Pusat yang telrdiri dari kellurahan/delsa : Meltrol, Imolpurol, 

Hadimulyol Timur, Hadimulyol Barat, Yolsolmulyol. 

b) Kelcamatan Meltrol Barat yang telrdiri dari kellurahan/delsa : Mulyoljati, 

Mulyo lsari, Ganjar Asri, Ganjar Agung. 
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c) Kelcamatan Meltrol Sellatan yang telrdiri dari kellurahan/delsa : Sumbelrsari, 

Margo lreljol, Margoldadi, Reljolmulyol. 

d) Meltrol Timur yang telrdiri dari kellurahan/delsa : Iringmulyol, Yolsoldadi, 

Yolsolreljol, Teljolsari, Teljolagung. 

e) Meltrol Utara yang telrdiri dari kellurahan/delsa : Banjar Sari, Karang Reljol, 

Purwo lsari. 

Delngan toltal luas wilayah 61,79 km2 dan delngan toltal jumlah pelnduduk 161.380 

jiwa.  

 

2.4.5. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Tugas Polko lk 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 50 Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 1986 Telntang 

pelradilan Umum, tugas dan kelwelnangan dari Pelngadilan Nelgelri antara lain 

melngadili dalam tingkat pelrtama, yakni melnelrima, melmelriksa, melngadili dan 

melnye llelsaikan pelrkara pidana dan pelrkara pelrdata yang melnjadi kelwelnangan 

pelngadilan dalam tingkat pelrtama. 

b. Fungsi 

Sellain dibelrikan tugas dan welwelnang, pelngadilan nelgelri juga melmiliki fungsi 

selbagai belrikut : 

1) Fungsi Pelmbinaan.  

Yakni melmbelrikan pelngarahan, bimbingan, dan peltunjuk kelpada peljabat 

struktural dan fungsiolnal di bawah jajarannya, baik melnyangkut telknis 

yudicial, administrasi pelradilan, maupun administrasi 

pelrelncanaan/telknollolgi infolrmasi, umum/pelrlelngkapan, keluangan, 

kelpelgawaian, dan pelmbangunan. 

2) Fungsi Pelngawasan.  
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Yakni melngadakan pelngawasan mellelkat atas pellaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitelra, Selkreltaris, Panitelra Pelngganti, dan 

Jurusita/Jurusita Pelngganti di bawah jajarannya agar pelradilan 

disellelnggarakan delngan selksama dan selwajarnya dan telrhadap 

pellaksanaan administrasi umum kelselkreltariatan selrta pelmbangunan. 

3) Fungsi Naselhat.  

Yakni melmbelrikan pelrtimbangan dan naselhat telntang hukum kelpada 

instansi pelmelrintah di daelrah hukumnya, apabila diminta Fungsi 

administratif, yakni melnye llelnggarakan administrasi pelradilan (telknis dan 

pelrsidangan), dan administrasi umum (pelrelncanaan/ telknollolgi infolrmasi/ 

pellapo lran, kelpelgawaian/olrganisasi/tatalaksana dan keluangan/umum/ 

pelrlelngkapan). 

4) Fungsi Lainnya.  

Pellayanan pelnyuluhan hukum, pellayanan riselt/pelnellitian dan selbagainya 

selrta melmbelri aksels yang selluas-luasnya bagi masyarakat dalam elra 

keltelrbukaan dan transparansi infolrmasi pelradilan, selpanjang diatur dalam 

Kelputusan Keltua Mahkamah Agung RI Nolmolr: 1- 144/KMA/SK/I/2011 

telntang Peldolman Pellayanan Infolrmasi di Pelngadilan selbagai pelngganti 

Surat Kelputusan Keltua Mahkamah Agung RI Nolmolr: 

144/KMA/SK/VIII/2007 telntang Keltelrbukaan Infolrmasi di Pelngadilan. 

 

2.4.6. Sejarah Lokasi Tempat Magang  

Kantolr Pelngadilan Nelgelri Meltrol selbellum belrdiri selndiri belrgabung delngan 

Pelngadilan Nelgelri Klas IA Tanjung Karang, selbellum tahun 1964. seltellah itu pada 

tahun 1964 kantolr Pelngadilan Nelgelri Meltrol Lampung Telngah ini belrdiri selndiri 

delngan belrdasarkan surat Kelputusan Melntelri Kelhakiman Relpublik Indolnelsia 

Nol.JK.2/33/10. dan pelngadilan Nelgelri Meltrol belrdiri pada tanggal 02 Agustus 

1964 di Jalan Tri Sakti di bellakang Pollrels Meltrol, lalu pada tanggal 9 Agustus 
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1968 Kantolr Pelngadilan Nelgelri Meltrol pindah alamat dari kanto lr lama kel Geldung 

Baru Jl. Pangelran Dipolnelgolrol Nol I Meltrol, Pelmbangunan Geldung melnghabiskan 

biaya selbelsar RP. 6.400.000,- (Elnam Juta Elmpat Ratus Ribu Rupiah) dan 

direlsmikan pada tanggal 25 Felbruari 1969 ollelh Bapak Keltua Mahkamah Agung 

RI yaitu Bapak R. SOlElBElKTI, S. H. 

 

Dalam pelrjalanannya Pelngadilan Nelgelri Meltrol melrupakan Pelngadilan Nelgelri 

Kellas II B, seldangkan pada tahun 1999 melningkat melnjadi Pelngadilan Nelgelri 

Kellas I B sampai delngan selkarang, karelna pelrluasan telmpat parkir dalam lolkasi 

Geldung kurang melmadai , maka pada tanggal 19 Nolvelmbelr tahun 2007, Pindah 

alamat lagi kel Geldung Baru di Jalan Sutan Sjahrir Nol 01.. Kellurahan 16 C, 

Kelcamatan Meltrol Barat . Selbellum Pelngadilan Nelgelri Meltrol belrdiri selndiri, 

Kabupateln Lampung Timur dan Lampung Telngah melrupakan bagian wilayah 

hukum Pelngadilan Nelgelri Meltrol. Seltellah telrbit Kelpprels Nol.30 tahun 2004 

telntang Pelmbelntukan Pelngadilan Nelgelri Gunung Sugih, Pelngadilan Nelgelri 

Sukadana dan Pelngadilan Nelgelri Blambangan Umpu, maka Kabupateln Lampung 

Timur melnjadi wilayah hukum Pelngadilan Nelgelri Sukadana dan Kabupateln 

Lampung Telngah melnjadi wilayah hukum pelngadilan gunung sugih selrta tidak 

tunduk lagi kel wilayah hukum Pelngadilan Nelgelri Meltrol. Seljak dikelluarkannya 

Kelpprels Nol.30 tahun 2004 telntang Pelmbelntukan Pelngadilan Nelgelri Gunung 

Sugih, Pelngadilan Nelgelri Sukadana dan Pelngadilan Nelgelri Blambangan Umpu 

maka wilayah hukum Pelngadilan Nelgelri Meltrol hanya melliputi 5 kelcamatan yaitu 

Meltrol Pusat, Meltrol Barat, Meltrol Timur, Meltrol Utara dan Meltro l Sellatan. 

 

2.4.7. Struktur Organisasi 

Belrdasarkan Pelraturan Mahkamah Agung Nolmolr 7 Tahun 2015 Telntang 

Olrganisasi dan Tata Kelrja Kelpanitelraan dan Kelselkreltariatan Pelradilan 

ditunjukkan dalam gambar selbagai belrikut :  
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Gambar Struktur Olrganisasi Pelngadilan Nelgelri Meltrol 

 

No. Jabatan Nama 

1.  Keltua Pelngadilan A.A. Olkka Parama Budita Go lcara, 

S.H., M.H. 

2. Wakil Keltua Pelngadilan Zolya Haspita, S.H., M.H.  

3. Majellis Hakim a. A.A. Olkka Parama Budita Go lcara, 

S.H., M.H. 

b. Zolya Haspita, S.H., M.H. 

c. Relsa Olktaria, S.H., M.H. 

d. Elnrol Walelsa, S.H., M.H. 

e. Elsti Kusumastuti, S.H., M.H 

f. Andri Lelmana, S.H., M.H. 

g. Dwi Aviandari, S.H., M.H. 

h. Dicky Syarifudin, S.H., M.H. 

i. Radeln Anggara Kurniawan, S.H., 

M.H. 

j. Lia Puji Astuti, S.H.  

4. Panitelra Zolhiruddin, S.H., M.H. 

5. Selkreltaris Tika Indah Apriyani Susilol, S.Kolm., 
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M.M. 

6. Panitelra Muda Hukum Ismo lnol, A.Md., S.H., M.H. 

7. Panitelra Muda Pidana Jolkol Indartol, S.H., M.H. 

8. Panitelra Muda Pelrdata Nellita, S.H., M.H. 

9. Kasub Bag Umum dan 

Keluangan  

Elsti Selptiana, S.El., M.M.  

 

10. Kasub Bag Kelpelgawaian, 

Olrganisasi dan Tata Laksana 

Seltiarsol, S.Kolm. 

11. Kasub Bag Pe lrelncanaan, 

Telknollo lgi Infolrmasi, dan 

Pellapolran 

Budi Kurniawan, S.So ls., M.H.  

 

12. Panitelra Pelngganti a. Eldi Gunawan, S.H. 

b. Sugio lnol, S.H. 

c. Ngatiman, S.H. 

d. Irwan Saputra, S.H. 

e. Sukarsolnol, S.H. 

f. Fil’ardi, S.H., M.H  

g. Rygol Iman Phalipi, S.H., M.H.  

h. Lisza Ayumasdaria, S.H. 

i. Brahmantya Budi Seltyawan, S.H. 

j. Tri Lisyani, S.I.Ko lm., M.H. 

k. Antolnius Ringgol Yunanto l, S.H.  

l. Delwi Seltiawati, S.H., M.H. 

13. Juru Sita Fahmiyadi So lbhi, S.El. 

14. Jurusita Pelngganti a. Maruya 

b. Ahyan Aziz, S.H. 

c. Tarika Anggi Pramo lno l 
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III. METODE PENILITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian  

Jelnis pelnellitian yang digunakan ollelh pelnulis dalam pelnellitian ini adalah 

delskriptif. Pelnellitian delskriptif analisis dilakukan apabila masalah yang ditelliti 

melrupakan suatu fakta yang telrjadi, dan tujuannya adalah untuk melnjellaskan 

melngelnai status saat ini dari subjelk yang ditelliti.  

 

3.1.2. Tipe Penelitian  

Jelnis pelnellitian dalam pelnulisan hukum ini adalah pelnellitian delngan 

melnggunakan meltoldel pelnellitian hukum nolrmatif. Pelnellitian hukum nolrmatif 

melrupakan suatu prolsels untuk melnelmukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum maupun dolktrin-dolktrin hukum guna melnjawab isu hukum yang dihadapi 

delngan melnggunakan pelndelkatan Undang-Undang (statuel approlach) dilakukan 

delngan melnellaah selmua Undang-undang dan relgulasi yang belrsangkut paut 

delngan isu hukum yang seldang ditangani.
27

 Pelnellitian hukum nolrmatif dapat 

dilakukan delngan studi kelpustakaan yang melrupakan data selkundelr belrupa bahan 

hukum baik yang belrsifat khusus atau belrsifat umum. Dalam pelnellitian hukum 

nolrmatif ini yang belrkaitan delngan kata milik umum di dalam pelnjellasan 

Undang-Undang Nol. 15 Tahun 2001 telntang Melrelk, dan Undang - Undang 

Nolmolr 20 Tahun 2016 Telntang Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis.   

 

 

                                                           
27

 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum cetakan kedua. Jakarta: Kencana, 

hlm. 29.  
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3.1.3 Pendekatan Penelitian  

Melngikuti karaktelr ilmu hukum dalam arti luas, dan selcara spelsiels, melngikuti 

karaktelr kelilmuan hukum selsuai delngan bidang spelsialisasi studi ilmu hukum. 

Karaktelr ilmu hukum tidak lain adalah nolrmatif, selhingga pelnellitian ini 

melrupakan pelnellitian nolrmatif. Bahwa dalam pelnellitian ini melnggunakan 

pelndelkatan hukum nolrmatif. Yaitu pelndelkatan yang tidak hanya melngkaji hukum 

dalam arti Pelrundang – undangan selmata akan teltapi melliputi aspelk yang lelbih 

luas, selgala selsuatu yang dapat ditellusuri mellalui bahan kelpustakaan. 
28

  

 

3.1.4. Data dan Sumber Data  

Sumbelr data yang dipelrgunakan dalam pelnellitian hukum nolrmatif ini adalah data 

selkundelr yaitu data yang dipelrollelh dari bahan - bahan pustaka. Adapun data 

telrselbut melliputi :  

a. Bahan Hukum Primelr  

Yakni data atau bahan yang dipelrollelh dari hukum yang melngikat yakni telrdiri 

dari Undang-Undang Nol. 15 Tahun 2001 telntang Melrelk, dan Undang - Undang 

Nolmolr 20 Tahun 2016 Telntang Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis.   

b. Bahan Hukum Selkundelr 

Bahan hukum selkundelr adalah bahan hukum yang melmiliki hubungan elrat telrkait 

delngan bahan hukum primelr guna melmbantu dalam melnganalisis dan melmahami 

bahan hukum primelr.
29

 Bahan hukum selkundelr melrupakan bahan hukum yang 

melmbelrikan pelnjellasan telntang bahan hukum primelr yang telrdiri atas dolktrin, 

buku, hasil pelnellitian, artikell, intelrnelt dan lain selbagainya.  

 

                                                           
28

 Nurul Qamar dkk. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)”. 

Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 49.    

29
 Jhonny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: 

Banyumedia, hlm 295.  
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3.1.5. Metode Pengumpulan Data  

Dalam pelnellitian hukum ini, meltoldel pelngumpulan data yang dilakukan adalah 

delngan studi kelpustakaan, yaitu delngan melmpellajari bahan hukum primelr dan 

selkundelr delngan tujuan untuk melmpelro llelh infolrmasi telrkait delngan pelnellitian ini. 

Pelngumpulan data ini dipelrollelh dari buku, jurnal, hasil pelnellitian, welbsitel.  

 

3.1.6. Analisis Data  

Telknik analisis data yang digunakan yakni Telknik pelnulisan Delskriptif Analisis, 

yaitu melnjellaskan selcara rinci dan sistelmatis telrhadap pelmelcahan masalah. 

Analisis data yang dipelrollelh dari pelnellitian delngan melndasarkan pada aturan 

hukum, pelndapat hukum atau telolri, dalam rangka melnjawab pelrmasalahan 

pelnellitian.  

 

3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan  

 

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

 

Kelrja Lapangan dilakukan pada tanggal 16 Marelt 2023 sampai 26 Juli 2023, yang 

dilaksanakan di Pelngadilan Nelgelri Meltrol Kellas I B, delngan waktu kelrja yaitu :  

a. Jam kelrja hari Selnin sampai delngan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB  

b. Jam kelrja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB 

 

3.2.2. Metode Pelaksanaan  

 

Meltoldel – meltoldel yang akan digunakan sellama mellaksanakan Prolgram Magang 

MBKM di Pelngadilan Nelgelri Meltrol Kellas I B, antara lain :  

 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara dilakukan ollelh pelnulis delngan melwawancarai belbelrapa hakim.  
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b. Studi Literatur (literature Review) 

Delngan ini pelnulis melncari bahan data untuk lapolran akhir yang dipelrbollelhkan 

ollelh Pelngadilan Nelgelri Meltrol Kellas I B, delngan melnggunakan meltoldel litelratur 

atau kelpustakaan, belrupa buku-buku, artikell, dan selbagainya yang belrkaitan 

delngan pelnellitian ini. Dari hasil telrselbut kelmudian pelnulis melngklasifikasikan 

dan di analisa selcara sistelmatis selsuai delngan cara pelnulisan hasil lapolran akhir 

magang. 

 

b. Pengamatan Langsung  

Suatu tindakan olbselrvasi sistelm kelrja dan juga polla kelrja pada karyawan di 

Pelngadilan Nelgelri Meltrol Kellas I B.  

 

c. Praktik Lapangan  

Ikut mellakukan praktik selcara langsung telrhadap kelgiatan – kelgiatan yang tellah 

disusun, selbellum dilakukan praktik telrlelbih dahulu melnyimak pelnyampaian 

matelri dan pelngarahan yang dibelrikan ollelh pelmbimbing lapangan maupun staff 

lain yang belrtugas.  

 

d. Evaluasi  

Dilakukan untuk melngeltahui selbelrapa banyak hasil yang didapat dari kelgiatan 

yang tellah dilakukan. 

 

 

3.2.3 Tujuan Magang  

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kelrja adalah selbagai belrikut 

:  

a. Bagi Unila :  

1. Selbagai sarana melnjalin kelrjasama antara Fakultas Hukum Univelrsitas 

Lampung delngan Pelngadilan Nelgelri Meltrol Kellas I B. 

2. Selbagai bahan masukan dan elvaluasi prolgram MBKM di Fakultas Hukum 

untuk melnghasilkan lulusan – lulusan yang telrampil selsuai delngan kelbutuhan 

dalam dunia kelrja.  
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3. Selbagai bahan prolmolsi Fakultas Hukum Univelrsitas Lampung. 

 

b. Bagi Mahasiswa :  

1. Melngeltahui dan melnambah wawasan bagi mahasiswa dalam belracara di 

Pelngadilan Nelgelri.  

2. Melmbelrikan pelngeltahuan baru telrhadap mahasiswa telntang pelnelrapan ilmu 

atau telolri yang sellama ini dipelrollelh pada saat masa pelrkuliahan dan dapat 

melmbanding kan delngan kolndisi yang selbelnarnya ada di lapangan.  

3. Melngkaji pelrmasalahan – pelrmasalahan praktis dalam dunia kelrja dan mampu 

melmbelrikan altelrnatif pelmelcahan selsuai delngan telolri yang ada.  

4. Melmbelkali mahasiswa agar melmiliki pelngalaman dan keltelrampilan praktis 

dalam melnyellelsaikan pelrkara di Pelngadilan Nelgelri.  

 

3.2.4. Manfaat Kerja Magang  

Adapun manfaat kelgiatan magang kelrja adalah selbagai belrikut :  

1. Mahasiswa dapat melngeltahui selcara deltail melngelnai cakupan tugas dan 

welwelnang Pelngadilan Nelgelri.   

2. Mahasiswa dapat melngeltahui pro lsels – prolsels belrpelrkara di Pelngadilan 

Nelgelri.  

3. Melningkatkan rasa pelrcaya diri, disiplin, tanggungjawab dan belkelrja dalam 

belntuk tim.  

4. Selbagai sarana bagi mahasiswa dalam mellatih melntal dan sikap di dalam 

dunia kelrja.  

5. Mahasiswa dapat melngeltahui apa saja yang kurang dalam dirinya selhingga 

dapat melngelmbangkannya dan siap dalam dunia kelrja.  
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Selsuai dari rumusan masalah, pelnulis akan paparkan dari pelmbahasan dan uraian 

di atas. Maka pelnulis melngambil kelsimpulan selbagai belrikut :   

 

1. Akibat Hukum adanya pelndaftaran melrelk “Olpeln Mic Indolnelsia” yang 

melnggunakan istilah umum, yakni belrdampak pada seljumlah kolmika yang 

telrdampak seltellah adanya pelndaftaran telrselbut. Pelndaftaran melrelk “Olpeln 

Mic Indolnelsia” itu selndiri tellah telrcatat selbagai melrelk yang tellah 

didaftarkan pada 28 Meli 2013 dan relsmi telrcatat seljak 5 Juni 2015 ollelh 

kolmika Ramoln Papana yang tellah telrcatat selbagai pelmilik melrelk telrselbut. 

Salah satu kolmika yang tellah telrkelna dampaknya belrimbas pada 

didapatkannya solmasi belrupa tuntutan selbelsar 1 Miliar Rupiah pada tahun 

2019, dan tidak hanya belrdampak pada pelrselolrangan saja, sudah ada 

belbelrapa kafel yang dibelrikan solmasi hingga 250 juta yang telrdampak 

dikarelnakan pelndaftaran solmasi telrselbut, dikarelnakan melngadakan acara 

delngan selbutan “Olpeln Mic”.  

Delngan adanya pelndaftaran melrelk “Olpeln Mic Indolnelsia” yang 

melnggunakan istilah umum, melngakibatkan masyarakat tidak dapat 

melnggunakan kata telrselbut yang selharusnya kata telrselbut melrupakan 

milik publik. Telrkait pelnggunaan kata pada pelndaftaran melrelk yang 

melnggunakan istilah umum selrta dapat melngganggu keltelrtiban umum, 

pada Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nolmolr 20 Tahun 2016 telntang 

Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis Yang dimaksud delngan “belrtelntangan 

delngan keltelrtiban umum” adalah tidak seljalan delngan pelraturan yang ada 

dalam masyarakat yang sifatnya melnye lluruh selpelrti melnyinggung 

pelrasaan masyarakat atau gollo lngan, melnyinggung kelsolpanan atau eltika 
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umum masyarakat, dan melnyinggung keltelntraman masyarakat atau 

gollolngan.  

Dalam hal ini Pelndaftaran melrelk “Olpeln Mic Indolnelsia” tellah dianggap 

melngganggu keltelrtiban umum. Kata telrselbut melrupakan istilah umum 

yang sudah selharusnya melnjadi milik umum / publik. Pihak yang 

telrdampak delngan adanya Pelndaftaran melrelk “Olpeln Mic Indolnelsia” ini 

ialah Kolmunitas Stand Up Colmeldy Indolnelsia. Kolmunitas Stand Up 

Colmeldy Indolnelsia melnggugat melrelk “Olpeln Mic” Indolnelsia milik 

kolmeldian Ramoln Papana, Gugatan atas pelmbatalan melrelk “Olpeln Mic 

Indolnelsia”.  

 

2. Telrkait Pelmbatalan melrelk telrhadap melrelk “Olpeln Mic Indolnelsia” dapat 

dilakukan dikarelnakan adanya pelrsamaan pada polkolknya antara melrelk 

yang satu delngan melrelk yang lain. Melnurut pelnjellasan Pasal 21 Undang – 

Undang Nol. 20 Tahun 2016 Telntang Melrelk dan Indikasi Gelolgrafis, yang 

dimaksud delngan pelrsamaan pada polkolknya adalah kelmiripan pada unsur 

yang dolminan pada suatu melrelk selhingga melnimbulkan kelsan adanya 

pelrsamaan. Pelrsamaan ini bisa karelna adanya pelrsamaan belntuk, cara 

pelnulisan, cara pelnelmpatan, bunyi ucapan, atau kolmbinasi dari unsur – 

unsur telrselbut.  

Maka delngan keltelntuan telrselbut, majellis hakim Pelngadilan Niaga Jakarta 

Pusat melngabulkan gugatan pelmbatalan melrelk dagang Olpeln Mic. Majellis 

Hakim Pelngadilan Niaga melmutuskan bahwa melrelk “Olpeln Mic 

Indolnelsia” yang didaftarkan ollelh Ramoln Papana telrselbut harus 

dibatalkan. Majellis hakim melngabulkan gugatan ini atas pelrtimbangan 

bahwa olpeln mic adalah kata milik umum selhingga melrelk telrselbut 

melnganggu keltelrtiban umum dan tidak bollelh dikuasai selselolrang.  

 

5.2 Saran  

Saran-saran yang pelnulis colba paparkan dari kelsimpulan atau bab-bab yang 

pelnulis uraikan di atas, yakni bagi Pelmelrintah dalam hal ini ialah Direlktolrat 
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Jelndelral agar melmpelrbaiki keljellasan dalam melmbelri syarat – syarat apa saja yang 

harus di pelnuhi dalam hal pelndaftaran suatu melrelk. Dan lelbih telliti dalam prolsels 

pelmelriksaan substantif pelndaftaran melrelk selhingga tidak akan melnimbulkan 

pelrmasalahan hukum baru di masyarakat. Delngan melmpelrhatikan aspelk 

solsiollolgis, apakah kata yang akan di daftarkan te lrselbut sudah tidak asing bagi 

masyarakat umum. Harus ada kelselragaman pelmahaman melngelnai kritelria melrelk 

yang tidak dapat didaftarkan. Selrta Pelmelrintah juga harus lelbih belrpelran aktif 

didalam hal melngawasi pelndaftaran telrselbut. Delngan delmikian diharapkan tidak 

telrjadi lagi kelrugian yang dialami o llelh masyarakat yang dapat me lngganggu 

keltelrtiban umum.  
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